KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, yamrdpht
melimpahkan segala karunianya, sehingga dalam kesgam ini saya dapat
menyelesaikan penulisan buku pegangan kuliah itikumanjadi acuan bagi
mahasiswa semester IV di Jurusan Pendidikan ®ejaBaku ini ditulis untuk
maksud membantu mahasiswa mendapatkan sumber aadanmahami sejarah
Indonesia abad ke-19, terutama yang berkaitan depgkok bahasan penerapan
sistem tanam paksa. Keterbatasan sumber-sumbgrdyaniiki mahasiswa dan
pula di perpustakan-perpustakaan, maka akan saeggina ditulisnya buku ini
bagi mahasiswa, karena sumber yang digunakan urgahkulisan ini
memanfaatkan sumber yang cukup relevan.

Penerapan sistem tanam paksa yang menjadi fok@sdallalam buku
ini, mengkaji secara komprehensif permasalahan-g®atahan seputar
dilaksanakannya sistem ini. Sistem tanam paksaagitan atas dasar motif
ekonomi pemerintah kolonial untuk mendapatkan kewydn yang sebanyak-
banyaknya. Penerapan sistem ini tidak terlepas kamenangan kelompok
konservatif di Parlemen Belanda yang menghendakiepatah secara langsung
terlibat dalam masalah ekonomi tanah jajahan. Kikgiuangan Belanda sebagai
dampak adanya Perang Diponegoro dan Perang KenaamelBelgium,
mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk merk@mapsistem eksploitasi
tanah jajahan untuk memulihkan keuangan negerkindu

Dampaknya, sistem tanam paksa telah menjadi laksplagtasi besar-
besaran penduduk Jawa, yang secara ekonomis-gpsidklah menimbulkan
kemiskinan dan kesengsaraan yang mendalam. Elespldorutal terhadap
penduduk Jawa ini, masih ditambah lagi oleh pola-p@adisional yang selama
sistem tanam paksa semakin mencekik leher petmagai akibat perlakuan para
atasan-atasan tradisional yang dengan otoritasapatdsesuka hati memaksa
penduduk untuk bekerja wajib dalam proses tananbwe#ispor. Sementara yang
menikmati adalah pemerintah kolonial dan raja-r@g&al atau pemmpin-

pemimpin lokal yang dengan kekuasaan yang diberdkaim pemerintah kolonial



kekuasaannya semakin besar. Akibatnya, rakyatadespymber eksploitasi dari

dua sistem kolonial dan tradisional. Memang selmgmasistem tanam paksa juga
diberlakukan di luar Jawa, namun dampaknya tidalestruktif seperti halnya

yang berlaku di Jawa. Hal demikian teradi karemarapaksa di luar Jawa lebih
banyak dilaksanakan di tanah-tanah yang tidak gtddatau tidak digarap oleh

penduduk, sedangkan di Jawa tanam paksa dijalagiktanah-tanah penduduk
yang menjadi lahan kehidupan penduduk. Bahkan tjdedng hampir seluruh

tanah penduduk yang subur digunakan untuk kepeartingnam paksa. Lebih
terasa lagi bagi penduduk yang tidak memiliki tandh mana mereka harus
bekerja wajib di lahan untuk tanaman ekspor. Tidakng mereka bekerja dengan
upah yang sangat tidak manusiawi, atau karena ad&atan tradisional mereka
terkadang tidak mendapatkan bayaran sama sekakhlgambaran singkat

pelaksanaan sistem tanam paksa yang dibahas dalkamnb.

Dalam penulisan buku ini, tidak terlepas dari bantierbagai pihak
baik yang berhubungan dengan sistem administrasiypon dalam hal teknis.
Dengan begitu dalam kesempatan ini saya menyampeagsa terima kasih yang
tulus kepada jurusan dan fakultas ilmu sosial ytategh memberikan kesempatan
untuk penyusunan buku pegangan kuliah ini. Teriasilkyang dalam pula saya
sampaikan kepada teman-teman yang telah membalaton geengadaan sumber
yang sangat berharga bagi terselesaikannya pemufisaDalam penulisan ini,
saya menyadari masih banyak kekurangan-kekurangamg ymasih perlu
perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu kiranya satan kritikk yang sifatnya
membangun sangat saya harapkan. Akhirnya pengigyutapkan terima kasih
kepada berbagai pihak yang telah membantu dan tidglat disebutkan satu
persatu, semoga tulisan singkat ini dapat bermamda@susnya bagi saya, dan

umumnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 22 Oktober 2007
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BAB |
PENDAHULUAN

Selepas Syarikat Hindia Timur Belanda (SHTB) menjadflis pada
akhir abad ke-18 dan selepas penguasaan Uniteddéamg/ang singkat di
bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belandangambil alih
pemilikan SHTB pada tahun 1816. Belanda berjayaumgaskan sebuah
pemberontakan di Jawa dalam Perang Diponegoro faddm 1825-1830.
Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang dilsatalgaicultuurstelsel
dalam bahasa Belanda mula diamalkan. Dalam sistempara penduduk
dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang mepguhnintaan pasaran
dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dan sebggattasil-hasil tanaman itu
kemudian dieksport ke luar negara.

Pada tahun 1901, pihak Belanda mengamalkan apa dipagggil
mereka sebagai Politik Beretika (bahasa Belaritthische Politiek yang
termasuk perbelanjaan yang lebih besar untuk méndrdng-orang pribumi
serta sedikit perubahan politik. Di bawah Gaberaredal J.B. van Heutsz,
pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang tempoh ajdgn mereka
secara langsung di seluruh Hindia-Belanda, dan atentg mendirikan asas
untuk negara Indonesia pada saat ini.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah lal@elanda
antara tahun 1830 sampai pertengahan abad ke-l&kanarenamakannya
dengancultuurstelsel Dalam historiografi Indonesia yang tradisiondilas
itu diganti menjadi “Tanam Paksa” yang menonjolieapek normatif dari
sistem tersebut yakni kesengsaraan dan penderaégat yang diakibatkan
oleh penerapan sistem tersebut. Istilah yang dipedgan oleh Belanda
tersebut selain terbatas pada aspek ekonominyiaggeahmakna padanan kata
cultuurstelsel tersebut dalam bahasa Indonesia sesungguhnlzh ddstem
pembudidayaan”, atau juga dapat disebut budidayantaNamun demikian
praktek di lapangan terutama dari segi pengelolmntapatiah diamati

bahwa aspek politik kolonial sangat menonjol. Uspiaaluksi sesungguhnya



dilaksanakan oleh rakyat atau petani dengan persgawv@ara penguasa
daerah dari tingkat bupati sampai ke tingkat desala waktu itu hubungan
politik antara Belanda dan Mataram yang telah nuéngaling tergantung

sejak tahun 1755, dan terutama pasca Perang Dipeney mana Belanda
membantu pihak keraton, merupakan format politikgyanendorong dan

memunculkan terselenggaranya sistem tanam pakdambDaspek tersebut,
kasus di Jawa dan kasus-kasus di Kepulauan AmbordidRriangan tidak

begitu berbeda. Sistem tersebut memang dimaksudtktakk menghidupkan

kembali sistem VOC.

Pada saat Thomas Stanford Raffles berkuasa di &liBdilanda,
Belanda sedang mengalami kesulitan ekonomi yang myak diakibatkan
oleh Perang Napoleon dan isolasi ekonomi yang diden Stelsel
Kontinental Oleh sebab itu, Belanda kehilangan sebagian besar
perdagangannya dan pelayarannya. Peranannya sepagai penimbun
barang mundur dan dunia perdagangan melahirkart-pusat perdagangan
baru. Pedagang-pedagang Belanda tidak dapat mgrdangan pedagang-
pedagang Inggris karena para pedagang Inggris da@aiasarkan kain-kain
Lanchashire dengan harga yang relatif murah. Untuk mengatasidisi
tersebut Belanda melaksanakan sistem merkantili@kei memungut biaya
yang tinggi terhadap barang-barang yang masuk,ntemungut pajak yang
tinggi pula bagi barang-barang buatan negeri ingaikg akan dipasarkan di
daerah koloni serta memonovoli perdagangan penaérint

Dalam kondisi yang demikian, di Parlemen Belandgadi perbedaan
pandangan antara golongan konservatif dengan gatofigeral. Golongan
konservatif menganggap bahwa eksploitasi yandadikan di tanah koloni
sudah sesuai dengan tuntutan situasi, sementa@nsisksploitasi yang
dikonsepkan oleh golongan liberal belum sepenuhnyayakinkan
pemerintah. Dalam situasi perbedaan pandangagaluingan liberal terpecah
menjadi dua, yakni golongan liberal yang masih memamankan prinsip-
prinsip liberal seperti kebebasan berusaha dan watapgan yang minimal

dari pihak pemerintah dalam urusan-urusan persgaranDi lain sisi,
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terdapat sekelompok dari golongan liberal yang rkamean pada prinsip-
prinsip humaniter dan menginterpretasikan prinsigerdl sebagai prinsip
memberi keadilan dan perlindungan bagi semua kewam. Dalam

menghadapi golongan liberal yang terpecah terseimlibngan konservatif
dapat meyakinkan pemerintah bahwa sistem kumperiuke dapat

dilaksanakan dan lebih efektif, sementara sisteberdl tidak dapat
dilaksanakan di negeri jajahan karena tidak sedel@gan situasi dan kondisi
ekonomi lokal. Namun demikian, walaupun terdapab@#aan pandangan di
antara golongan konservatif dan golongan liberatapi mereka pada
prinsipnya sama bahwa tanah koloni tetap merupdianah eksploitasi yang
harus mendatangkan keuntungan kepada negeri indekkipun strategi
eksploitasi berbeda-beda.

Perang kemerdekaan Belgia dan Perang Diponegoroerheéan
biaya yang sangat besar, sehingga untuk menutua lparang tersebut,
Belanda terdorong untuk melakukan kembali politiengervatif dalam
mengeksploitasi tanah jajahan. Konseuensi dagmigbnservativisme adalah
diberlakukannya Sistem Tanam Paksa ataliuurstelselpada tahun 1830.
Sistem Tanam Paksa diberlakukan dengan tujuan umbekdapatkan
keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari tanah ikdedam waktu yang
relatif singkat. Oleh karena itu pemerintah HindBalanda mengerahkan
tenaga rakyat tanah jajahan untuk mengusahakannge@a yang hasil-
hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Sementaras jtanaman yang
diusahakan harus mengikuti ketentuan-ketentuan metaie kolonial. Sikap
konservatif ini mereka pertahankan dengan memparnian pola-pola
tradisional yang berlaku di tanah jajahan. Dengamillian, mereka tidak
secara langsung berhadapan dengan rakyat, melamékatui para penguasa
lokal dari tingkat bupati sampai ke tingkat kepdksa. Peranan penguasa
pribumi sangat besar baik sebagai pengelola kebijaknaupun dalam
mendapatkan tenaga kerja burah penduduk pribumingga Sistem Tanam
Paksa dapat berlangsung dalam waktu yang relatd.la
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BAB Il
PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA

A. Ketentuan-Ketentuan Tanam Paksa

Tanam paksaataucultuur stelsel adalah peraturan yang dikeluarkan
oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Boschnyawgjibkan setiap desa
harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untakalmi komoditi ekspor
khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini adlgmal kepada pemerintah
kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dail pasen diserahkan
kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang§ tiamiliki tanah harus
bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebunrkebilik pemerintah
yang menjadi semacam pajak.

Pada prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tlodarti karena
seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanamdw lakspor dan hasilnya
diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayaly yhgunakan untuk
praktek cultur stelstel pun tetap dikenakan payslrga yang tidak memiliki
lahan pertanian wajib bekerja selama setahun pénahan pertanian.

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalaaktpk ekonomi
Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh leleitag dan kejam dibanding
sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukanip@an negara yang
sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang padanjan@C wajib menjual
komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam raara tertentu dan
sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetap&pada pemerintah. Aset
tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan Hesgir modal pada
zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanddap&835 hingga 1940.
Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahteralegeri Belanda ini,
Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi Gataf oleh raja Belanda,
pada 25 Desember 1839.

Culturstelseldi Jawa dimulai pada tahun 1836 atas inisiatiesesng
yang berpengalaman dalam urusan tersebut yaituDéanBosch yang telah
memiliki pengalaman dalam mengelola perkebunan ithyah kekuasaan
Belanda di Kepulauan Karibia. Tujuan Van Den Bos@ng dijadikan
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Gubernur Jenderal adalah “mentransformasikan pidswa menjadi eksportir
besar-besaran dari produk-produk agraria, dengamntliegan dari
penjualannya terutama mengalir ke keuangan Belamdgian Van Den
Bosch dengan sistemultuurstelseldi Jawa itu adalah untuk memproduksi
berbagai komoditi yang menjadi permintaan di pasadmnia. Untuk
mencapai tujuan tersebut Bosch menganjurkan peméyaian berbagai
produk seperti kopi, gula, indigo (nila), tembakaeh, lada, kayumanis,
jarak, dan lain sebagainya. Persamaan dari senoghulpiitu adalah bahwa
petani dipaksakan oleh pemerintah kolonial untudmproduksinya dan
sebab itu tidak dilakukan secara voluter (Fass€92: 239).

Sedangkan ketentuan-ketentuan pokok dari sistenamtapaksa
sebagaimana tercantum dalastaatsblad tahun 1834 no.22. yang isinya
adalah sebagai berikut.

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengatugek hal mana mereka
menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penantmaman dagangan
yang dapat dijual di pasaran Eropa.

2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan ymhrd untuk tujuan
tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima @arah pertanian yang

dimiliki penduduk desa.

w

. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanatagangan tidak boleh

melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanaan pa

B

Bagian dari tanah yang disediakan untuk menatemraman dagangan
dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tgaag disediakan wajib
diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jikai-milai hasil
tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pagkal yang harus

dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus dibkan kepada rakyat.

»

. Apabila terjadi gagal panen pada tanaman dalgang dibebankan kepada
pemerintah, hal tersebut berlaku apabila kegagaknsebut tidak
disebabkan oleh kekurangrajinan atau ketekunan pada rakyat.



7. Dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanamaamtm dagang,
penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mesddangkan
pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi dira gemhgawasan
apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutamaa-tanaman
berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya (Smtfl977: 76-77).

Jika diamati dari segi isstaatsbladtersebut, maka Sistem Tanam
Paksa tidak begitu memberatkan pada penduduk. Nateuomkian dalam
pelaksanaannya ternyata telah ~mengakibatkan kem@ags yang
berkepanjangan kepada rakyat. Dampaknya cukup u#éstmenjadikan
rakyat miskin dan tidak teratur hidupnya. Pendudekalu terbebani oleh
perilaku-perilaku pemimpin-pemimpin mereka yang raksakan rakyat
untuk taat terhadap nperaturan yang ditetapkarirg@omena ini diakibatkan
noleh adanya penyimpangan ketentuan-ketentuan yargantum dalam
staatsbladyang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Bdo# lebih
banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktumjak tanaman
berkualitas ekspor, sehinga tidak dapat mengerjakavahnya dengan baik,
bahkan dalam suatu waktu tidak dapat mengerjakaalsaya sama sekali.
Bahkan penduduk yang tidak memliki tanah harus tekaelebihi waktu
yang ditentukan. Penduduk menyediakan tanah unamrantan ekspor
melebihi seperlima dari lahan garapan, bahkan sadfpatau seluruhnya
digunakan untuk menanam tanaman komoditas eksporahl juga dipilih
pada lahan yang subur, sementara padi hanya lb&sadi di sisa lahan yang
kurang subur. Apabila penduduk gagal panen tanamagib, tetap menjadi
tanggung jawab penduduk. Demikian pula lahan yarsgdthkan untuk
tanaman wajib itu masih tetap dikenakan wajib pafa&dangkan setelah
panen, apabila penduduk menyerahkan hasil panameebihi dari jumlah

pajak yang harus dibayar tidak dikembalikan kepaégat.

. Pelaksanaan Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hdmapgkrut
setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Bgooa, 1825-1830), dan



Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Gubelanderal Van den
Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistemnidreksa (Cultuur
Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemeentgjahan yang kosong,
atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwaddesadi Jawa
berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang basigmrhitungkan senilai
40% dari hasil panen utama desa yang bersangkdtan.den Bosch ingin
setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untakagit komoditi ekspor ke
Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksakintenggunakan sebagian
tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) danyrsiékan sebagian hari
kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu aselutang
pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjkalaoditi ekspor itu lebih
banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayam desakan menerima
kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti mgantkekurangan tadi dari
sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkemai&eara perlahan sejak
tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 184@m ini telah
sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah koloniamabdisasi lahan
pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang ggutis. Komoditas kopi,
teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasaadedang membubung,
dibudidayakan.

Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ln@rhasil luar
biasa. Karena antara 1831-1871 Batavia tidak harsgamembangun sendiri,
melainkan punya hasil bersih 823 juta gulden ukiagk di Kerajaan Belanda.
Umumnya, lebih dari 30 persen anggaran belanjajdaaraberasal kiriman
dari Batavia. Pada 1860-an, 72% penerimaan Kerdfmdainda disumbang
dari Oost Indischeatau Hindia Belanda. Langsung atau tidak langsung,
Batavia menjadi sumber modal. Misalnya, membiayaieta api nasional
Belanda yang serba mewah. Kas kerajaan Belandamamgalami surplus.
Badan operasi sistem tanam paksaderlandsche Handels Maatchappij

(NHM) merupakan reinkarnasi VOC yang telah bangkrut
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Akibat tanam paksa ini, produksi beras semakin werkg, dan
harganya pun melambung. Pada tahun 1843, muncaiabankelaparan di
Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan juga melanda Jawmahe tahun 1850.
Sistem tanam paksa yang kejam ini, setelah mendapdes keras dari
berbagai kalangan di Belanda, akhirnya dihapus paltian 1870, meskipun
untuk tanaman kopi diluar Jawa masih terus berlamgsampai 1915.

Menurut penelitian Prof. Fasseur dari Universitagden, pada tahun
1884 sekitar 75.5 % penduduk Jawa dikerahkan daaloiurstelselatau
tanam paksa. Penduduk di Karesidenan Batavia demafd&esultanan di Jawa
Tengah ataw/ortsenlandertidak mengambil bagian dalam sistem tersebut.
Jumlah tersebut kemudian berfluktuasi tetapi tidaiin secara drastis karena
pemerintah Hindia Belanda berusaha mempertaharksastensi tanah untuk
tanaman komoditi ekspor. Kemudian pada tahun 18&fpamanya jumlah
tersebut telah menurun menjadi 46 %, tetapi dital®30 naik lagi menjadi
54.5%. Kendatipun demografi belum muncul pada mesa dan data
kependudukan yang diperoleh dari laporan-laporara geejabat Belanda
sering simpang siur, namun dapat dikatakan bahstanscultuurstelselini
jelas-jelas telah mengakibatkan dampak yang degthdgi penduduk Jawa.
Luas tanah garapan yang digunakan untuk sisterménurut perhitungan,
pada tahun 1840 hanya 6 % saja. Pada tahun 185@rumemenjadi 4 %, dan
pada tahun 1860 naik lagi sedikit menjadi 4.5 %.

Jenis tanah yang dibutuhkan juga berbeda-beda umaskng-masing
tanaman. Tebu (untuk gula) memerlukan tanah petsawgang baik, karena
tebu membutuhkan irigasi yang lancar. Tetapi kaptry memerlukan tanah
yang agak tanduswpeste gronden Yang tidak dapat digunakan untuk
persawahan, terutama dilereng-lereng gunung. dndigmbutuhkan daerah
yang padat penduduknya. Pada dasarnya sistem mbavea perubahan pada
sistem pemilikan tanah. Karena penyelenggaraanifgleulan per desa, maka
tanah-tanah juga dianggap milik desa, bukan miéifopangan (Fasseur 1992:
28,29).
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Prof. Fasseur berhasil membuat kalkulasi mengenaibalgai
komoditi yang ditanam tahun 1830 dan membawa Is&kitar tahun 1840
(Fasseur 1993: 34). Dalam waktu sepuluh tahun (1830) semua
karesidenan (18 buah) di Jawa telah terserap daiagtem ini (kecuali
karesidenan Batavia). Kopi diusahakan mulai dant&a hingga karesidenan
Basuki. Kopi diusahakan mulai dari Banten hinggae&@enan Basuki di
Jawa Timur. Tetapi produksi kopi terbesar beraghdli karesidenan-
karesidenan Priangan (Jawa Barat), Kedu (Jawa Tgndrasuruan dan
Basuki (Jawa Timur).

Dalam jangka waktu yang sama gula telah berhasdatiakan di 13
karesidenan. Pusatnya terutama di Jawa Timur, karesidenan-karesidenan
Surabaya, Pasuruan, dan Basuki (dalam tahun 1&¢liksi dari wilayah ini
mencapai hampir 65%). Selain itu terdapat gula pdikaresidenan-
karesidenan Japara, Semarang, Pekalongan, dan {Uege Tengah) dan
Cirebon (Jawa Barat). Dalam jangka waktu yang spuoia Indigo berhasil
diusahakan dii 11 karesidenan, Tetapi produksi atdmrasal dari dua
karesidenan di Jawa Tengah, yaitu Bagelan dan Baayu yang
menghasilkan 51%. Juga di Cirebon dan Pekalongandagahakan sedikit
indigo. Tembakau yang diusahakan melatuiltuurstelsel dilakukan di
Karesidenan Rembang dan sekitar Pacitan (Jawa mengedangkan
kayumanis diselenggarakan di Karawang (Jawa Barat).

Dalam penyelenggaraasultuurstelsel pihak Belanda berusaha agar
sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengaanip Sebab itu
penyelenggaraannya diserahkan kepada para bupamgara kepala desa,
dan masyarakat desa sendiri. Kepentingan pemerimdalga pada hasilnya,
yang dihitung dalanpikol (+ 62 kg) yang diterima oleh gudang-gudang
pemerintah. Selain itu penyelenggaraannya jugaabesi dari satu tempat
ketempat lain karena pemerintah pusat lebih banyaknyerahkan
penguasannya kepada para pejabat Belanda setepgpat Kontrolir) yang
mempunyai motivasi untuk meningkatkan produksi Rare mereka

memperoleh €ultuurprocent prosentase tertentu dari hasil panen. Untuk itu
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sampai tahun 1860 dikerahkan tidak kurang 90 okamgrolir dan sekitar
orang pengawas berkebangsaan Belanda.

Mobilisasi penduduk dilakukan sejalan dengan kelasiaskebiasaan
yang berlaku dalam tatanan politik Mataram, yaipa yang oleh Belanda
dinamakan heerendienstén(Djuliati Suryo, 1993). Yaitu kewajiban rakyat
untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mehdagzlan bayaran.
Hak ini kemudian beralih pada Belanda yang sejakarRe Diponegoro
dianggap sebagai penguasa, kecuali di Vortsenland&apan saja
pemerintahan membutuhkan tenaga rakyat, maka pguatibsesuai dengan
instruksi yang diberikan pada mereka, harus mengkaam agar setiap desa
menyediakan tenaga kerja secara adil.” Beberapjupenduduk yang harus
dikerahkan disetiap desa itu diserahkan sepenupaga para bupati. Tetapi
sesuai kebiasaan pula, hanya mereka yang memdikidtas penggarapan
tanah ¢§ikep yang wajib memenuhi panggilan bupati tersebut. dala
sebabnya selama dilaksanakaneydtuurstelsel,diadakan pembagian tanah
bagi penduduk yang tidak memiliki (numpang), sepam¢gemudian muncul
sikep-sikep baru yang wajib melaksanakannyleetendienstén pula
(Fasseur, 1992: 30).

Tugas petani bukan sekedar menanam, tetapi jugaproses hasil
panennya untuk diserahkan di gudang-gudang perakritengangkutannya
ke gudang-gudang tersebut adalah tugas petani petatama produksi kopi
seluruhnya dalam tangan petani, dalam hal gula olynda pabrik-pabrik
guna yang dikelola secara modern dengan modal ésasgeur, 1993: 33).

Penduduk mendapat bayaran untuk hasil kerjanyapigtara ahli
sejarah belum bisa memastikan bagaimana pemermekentukan tinggi
rendahnya upah itu. Maksud semula Van den Bosclaladagar upah
disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar, namuinifdihggap tidak praktis.
Mungkin karena para petani belum memahami kaitakenman mereka
dengan mekanisme pasar. Menurut penelitian Prof.VRn Niel dari
Universitas Hawaii, jumlah upah disesuaikan denganah pajak tanahgnd

rent) yang harus dibayar petani. Tetapi sejak semula ‘dan Bosch
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menginginkan agar upah yang diterima petani haresummgkinkan mereka
“menikmatinya” dan itu berarti harus lebih banya&ridhasil pesawahan.
Tetapi kemudian ternyata berbagai faktor lain tuménentukan tinggi
rendahnya upah petani. Masalah kesuburan tanahalfsantuk tebu) tentu
diperkirakan lebih tinggi pembayaran pajak tanahdy@andingkan dengan
tanah gersang untuk kopi. Masalah iklim, teknolggying digunakan, dan lain
sebagainya, turut menentukan tinggi rendahnya upahgan demikian upah
bervariasi, bukan saja untuk masing-masing komotitapi juga dari
karesidenan-karesidenan (Fasseur, 1992 : 42). Bordog diberikan oleh
Prof. Fasseur mengenai masalah upah ini diambil dlea komoditi yang
berbeda, yaitu gula dan indigo (nila). Dalam taheban tabel 2 dibuat
kalkulasi mengenai upah yang diterima per bulanugzh yang diterima per

keluarga (secara perkiraan).

Tabel 1. Upah Indigo (Nila) Tahun 1840 Dalam Gulden

Karesidenan Per Bahu Perkiraan Per Keluarga
Perkiraan

Bagelen 65.13 12.73
Banten 11.20 0.117
Banyumas 75 17
Besuki 59.08 16.20
Cerebon 65.48 15.63
Jepara 26.40 4.75
Kediri 33.40 6.75
Madiun 43.30 8.95
Pekalomham 42.60 15.10
Priangan 16.80 3.45
Tegal 37.50 7.76
Jawa 60.97 12.69

Fasseur, 1992: 36.

Dengan demikian salah satu dampak dewituurstelsel adalah
masuknya ekonomi uang di pedesaan. Penduduk membagi tanal{land
rent) yang diintroduksi oleh Raffles dengan uang. Keagatini saja sudah
menunjuk adalah perubahan dalam kehidupan pedeSaatu masalah yang

penting pula adalah apa yang dinamakenlttiur procent (Fasseur, 1993:
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46-50), yaitu jumlah persentase yang diterima pajabat Belanda maupun
sesuai dengan produksi yang diserahkan pada gugataig pemerintah.
Jumlah itu tidak jarang jauh lebih besar dari gang diterima. Van den
Bosch sengaja menambah hal ini untuk mendorong pejabat tersebut
bekerja keras. Lagi pula cara itu juga sudah dipdiam Preangerstelsel.
Dengan demikian, cara ini sesungguhnya bukan cipfaa den Bosch.

“Cultuur procenteh ternyata membawa dampak yang kurang baik
dalam korps kepegawaian Belanda karena menimbulka&nbedaan
pendapatan yang mencolok antara mereka yang tedéregancultuurstelsel
dan yang tidak dan antara mereka yang bekerja etiatda‘’kurus”. Ketidak
puasan pada pihak pejabat Belanda nampak dari mp@ani untuk di
pindahkan ke daerah lain. Contoh yang diberikarsétasuntuk menjelaskan
sistem cultuur procentini diambil dari beberapa karesidenan untuk tahun
1850-1860 (dalam gilders).

Tabel 2. Kultur Persen yang Diterima Para Residen

Residen Cultuur Procent
Bagelen 10.401
Banten 1.301
Banyumas 6.297
Besuki 7.152
Cirebon 7.543
Jepara 5.714
Kediri 4.905
Kedu 4.293
Madiun 4.165
Pasuruan 25.064
Pekalongan 3.123
Priangan 5.994
Probolinggo 10.599
Rembang 2.737
Semarang 5.977
Surabaya 14.213
Tegal 5.274

Fasseur, 1992: 47.
Perbedaan pendapatan datiltuur procentdengan sedirinya juga
berlaku di kalangan para bupati. Tetapi tidak mudambuat suatu tabel
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lengkap mengenai hal ini. Contoh diberi Prof. Fasselalah untuk keempat
bupati Banten antara tahun-tahun 1858 hingga 1&b@sar f2500 setiap
tahun: sedangkan lima bupati Priangan dalam jangk&tu yang lama
menerima f90.000 setiap tahun. Pada jangka waktyuga para bupati di
Pekalongan menerima f38.000 setiap tahun, dan latebypati di Rembang
menerima f 3.600 saja setiap tahun (Fasseur, ¥#)2Berbeda dengan para
residen, para bupati tidak bisa menuntut mutasek®at lain, dan pemecatan
bupati sangat jarang terjadi.

Suatu kenyataan bahwa secara keseluruhan pardi Inogrerima
lebih banyak dari para residen. Untuk tahun 185®)ydm 1860 saja seluruh
cultur procen untuk para bupati adalah f 800.000, sedangkamkyangka
waktu tertentu yang sama disediakan untuk paraleeshanya f 250.000.
Pertanyaan lain adalah berapa keuntungan diteritela pemerintah dari
sistem pertanian tersebut. Sekali olahi perhitund2nof. Faseur bisa
membantu memberi gambaran yang agak baik. Dengargamdil tahun-
tahun 1840 hingga 1849, ia sampai pada kesimpelaagsi berikut.

Tabel 3. Keuntungan Pemerintah

Tahun Kopi Gula Indigo Batig Slot
1840-44 | 40.227.637 8.217.907 7.835.77 20.421
1845-49 | 24.549.042 4.136.060 7.726.362 519.661

Tahun Kayumanis Lada Teh Batig Slot
1840-44 151.310 132.744 514.394 39.341.6h1
1845-49 171.798 56.548 1.666.496 35.056.820

Dengan demikian bagi pemerintah Belanda keuntumpgding besar
datangnya dari kopi. Antara tahun 1840-1849 sajekaememperoleh sekitar
65 juta gulder dari penjualan komoditi yang palingnyak diproduksi di
Priangan itu. Sedangkan dalam jangka waktu yangasarmdigo hanya

membawa keuntungan sebesar 15 juta gulder. Memasgeur keuntungan
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yang demikian besar dari kopi disebabkan hargtnyaamemang tinggi
tetapi harga belinya sangat rendah (Fasseur 13 1Kemudian gula juga
menjadi komoditi ekspor yang besar setelah kopiadiegula baru menjadi
primadona setelah tahun 1870 berdasarkan UndadgrAgnGula (1870)
modal swasta diperkenankan memasuki perkebunan tetigo atau Nila
yang dalam masa&ultuurstelseltidak terlalu jauh berbeda dari gula itu,
kemudian mengalami kemerosotan sehingga tidak tbe@emikian pun
komoditi-komoditi lainnya terdesak sama sekalilsétéahun 1870.

Sebab itu menunggu perhitungan-perhitungan yang le&mgkap,
dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari Van den Bosshh tercapai.
Keruntuhan keuangan Belanda disebkan berbagai maeg@rangan yang
harus dibiayai (terutama dalam perang Napoleotgh téapat diatasi melalui
cultuur stelsel.Maka ungkapan yang kemudian muncul bahwava is de
kuruk waarop Nederland driff (Jawa adalah gabus yang membuat Belanda
bisa mengembang)” tidak terlalu meleset.

Maka tidak mengherankan pula kalau kemudian setdabis
keuangan negara Belanda dapat diatasi, muncul-suara sejak pertangahan
abad ke-19, terutama dari kalangan liberal, yanguumiin dihapuskanya
sistem itu dan menggantikanya dengan model sveastakerja bebafree
labor ). Salah seorang intelektual yang paling terkemuka ldlangan ini
adalah Pendeta Van Baron Heoveel yang paling nsekddi Tweede Kamer
(DPR) agar dikelurkan undang undang penghapusdtaurstelsel Dalam
tahun—tahun 1860-an desakan itu makin kuat. Phawbayata muncul
ketika pemerintah konservatif yang mendukung sitetuurstelselitu jatuh
pada tahun 1860. Pemerintah baru yang dibentuk kdeim liberal sejak
tahun 1962 mulai mengadakan perubahan-perubahamdaser sehingga
akhirnya menjelang abad ke-20 seluruh sistem dnydp samasekali
digantikan oleh sistem yang lain.

Dalam gambaran yang komprehensif, pelaksanaann&i3tanam
Paksa mengalami banyak penyimpangan-penyimpangang yserius.

Penyimpangan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa terlsdln banyak
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diakibatkan oleh adanyeultuur-procenten,sehingga para pengawas tanam
paksa yang menyetorkan tanaman wajib akan mendapatinbalan.
Dampaknya, semua pengawas berusaha menyetorkan pesiuksi
sebanyak-banyaknya dengan memeras rakyat. Akhiyayg menjadi sapi
perahan adalah rakyat yang tidak memiliki otordatam menetapkan hasil
panen tanamannya. Ditambah lagi dengan sikap-sikap kepala desa yang
lebih sering menjadi kaki tangan pemerintah kolprsaehingga kebijakannya
seenaknya dalam menetapkan luas lahan penduduk akarg digunakan
untuk areal penanaman wajib, berapa penduduk yangs tbekerja sebagai
buruh, termasuk menetapkan berapa hasil produkeg) harus dibayar oleh
penduduk.

Ketimpangan yang diwujudkan oleh pelaksanaan gdltham paksa
ini mulai mendapat perhatian di Belanda, dimanamderhubungan dengan
kemunculan gerakan liberal di negeri induk terseBagicara umum mereka
dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu mgém humanis dan
golongan kapitalis. Golongan humanis mengatakarwaaBiatem Tanam
Paksa harus segera dihapuskan karena telah banyakndas dan
menyengsarakan penduduk di tanah jajahan. Dalamneloginya, padahal
tanah jajahan telah memiliki kontribusi yang sangaésar dalam
menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Dengan kdemi perlu
diupayakan perbaikan-perbaikan nasib rakyat targhhan. Sementara
golongan kapitalis beranggapan bahwa Sistem TanaaksaP tidak
menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat. Sistenmariia Paksa
memperlakukan rakyat tanah jajahan sebagai obj&krmnya melibatkannya
dalam kegiatan ekonomi yang menambah ruwetnyansigierekonomian
Hindia Belanda.

Cultuur stelselmenekankan bahwa penduduk wajib menyediakan
sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan ptjakh. Adapun hasil
bumi yang dimaksudkan berupa hasil bumi untuk ekspbagaimana yang
diinginkan oleh pemerintah. Penduduk diwajibkan yeeahkan 1/5 dari hasil

panen utamanya atau sebagai penggantinya 1/5 @iuvkerjanya dalam
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satu tahun. Ketentuan tersebut sangat memberatakyatr sehubungan
dengan pengaturan waktu kerja dan penyerahan peséin yang ditentukan
oleh atasan-atasan mereka, sementara mereka tidakakb untuk
membantahnya.

Sementara itu dengan dijalankanngaltuur stelselberarti bahwa
kaum bangsawan feodal harus dikembalikan kepadsipgs yang lama,
sehingga otoritas dan pengaruh mereka dapat dipgkgn untuk
menggerakan rakyat, memperbesar produksi dan raekgd pekerjaan-
pekerjaan yang diminta oleh pemerintah. Meskipuku&saannya selalu
diawasi oleh pemerintah dan ditempatkan di bawaku&saan pegawai-
pegawai Belanda, namun secara umum yang paling mbdahubungan
langsung dengan penduduk adalah mereka para pemidgsa. Dengan
demikian pada sistem ini diterapkan sistem pensdrant tidak langsung,
yaitu sistem pemerintahan dimana pemerintah kdlolalanda tidak
berhubungan langsung dengan rakyat, melainkan un@tpanjangan tangan
pribumi yakni mereka para penguasa pribumi atauimpem-pemimpin lokal.
Kepala-kepala pribumi itu adalah pelaksana-pelaksgang diperintahkan
dari atas. Tugas mereka kebanyakan menjadi pengaevamwas
perkebunan.

Dalam rangka mengikat para penguasa lokal ini, petaé Belanda
tidak hanya mengembalikan kekuasaan mereka sajdainken juga
meningkatkan prestise mereka dengan gaji berugh tgang akan memberi
mereka tenaga kerja dan penghasilan lain yangitkhasya. Di samping itu,
Van Den Bosch menerapkan sistem prosentase yakhatdagi petugas
yang berhasil menyerahkan hasil tanaman yang nimelghii yang ditentukan.
Namun yang menjadi permasalahan lanjut adalah b&ebgakan tersebut
menjadi sember dan ladang korupsi serta penyeleamepgnyelewengan
yang merugikan rakyat. Sistem prosentase dianggdyagai legalisasi
pemerintah kolonial terhadap segala bentuk pemeseszerti luas tanah yang
diusahakan pemerintah tidak terbatas, wajib kergmdpduk melebihi

ketentuan yang telah ditetapkan, tanaman wajitakpa@jak, dan kerja wajib
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tidak dihapus. Sementara hasil dari kebijakan ouoltistelsel sangat
memuaskan dan menguntungkan pemerintah Belandara®@hun 1831 dan
1877, pemerintah induk menerima dari daerah-dgajahan sebesar 823 juta
Gulden. Sistem tersebut di samping mendatangkamtlegan finansial
terhadap keuangan negeri induk, juga telah mendoromemajukan
perdagangan dan pelayaran Belanda (Kartodirdjd):1E®).

Pada tahun 1848, Sistem Tanam Paksa mendapatairititelalui
perdebatan di Parlemen Belanda. Perdebatan terjddia golongan liberal
dengan golongan konservatif, seputar evaluasi ppaarsistem tanam paksa
di Hindia Belanda. Kaum liberal berkeyakinan baht@aah jajahan akan
memberikan keuntungan kepada negeri induk apabiésatah-masalah
perekonomian diserahkan kepada pihak swasta. Dategaikian, pemerintah
kolonial hanya memungut pajan dan mengawasi jaEnpgmerintahan.
Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam urusatagangan hasil bumi
di tanah jajahan. Berbeda dengan kaum liberal, k&omservatif tetap
berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikamtiegan kepada
negeri induk apabila urusan ekonomi ditangani langsoleh pemerintah.
Pemerintah harus campur tangan dalam pemungutah thasi di tanah
jajahan. Bagi kaum konservatif, Hindia Belanda d@ap belum siap untuk
menerima kebijakan politik liberal. Dari perdebatatua golongan tersebut,
golongan liberal menang dan dapat meluruskan sipgmerintahan di tanah
koloni. Dua orang sebagai pembela nasib pendudidnkadalah Douwes
Dekker dan Baron Van Hoevell. Dalam mkaryanya ydegjudul “Max
Havelar’, Douwes Dekker membentangkan kekejamatersismanam paksa.
Sementara Fransen Van Der Putte juga meduiker Contractenyang juga
banyak mengkritik ketidakadilan dalam sistem tampaksa.

Berkat kecaman dan kegigihan kaum liberal tersebmigka
pemerintah Hindia Belanda menghapuskan sistem tgpetaa, melainkan
tidak sekaligus melainkan secara bertahap ataungggma-angsur. Proses
penghapusan sistem tanam paksa secara bertahap ysktama Kkali

penghapusan sistem tanam paksa lada pada tahun B@&&f§hapusan tanam
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paksa untuk eh dan nila pada tahun 1865, dan phda tL870 hampir semua
jenis tanaman paksa sudah dihapuskan, kecuali tangmaksa kopi di

priangan.

. Cultur Stelsel Di Luar Jawa

Selain di Jawagultuur stelseljuga dijalankan di luar Pulau Jawa
meskipun dalam skala yang tidak sebanding dengapuldu Jawa. Sejak
tahun 1822 di Minahasa telah dilaksanakan cultuelsel untuk tanaman
kopi. Sistem tanam paksa di daerah ini berlangstuigip lama, sampai
dihapuskannya pada tahun 1899. Sementara di SamBteat pada tahun
1847 pasca Perang Padri, juga diselengarakéiour stelselluntuk tanaman
kopi yang baru dihapus pada tahun 1908. SedangkaMadiura juga
dijalankancultuur stelseuntuk tanaman tembakau. Di samping itu, di Maluku
juga sistem ini dijalankan bahkan sejak masa VO#knly untuk tanaman
cengkeh di Kepulauan Ambon, dan pala di kepulauandB. Sistem tanam
paksa di kepulauan Maluku ini baru dihapuskan pattan 1860. Dengan
demikian, meskipun secara umum dikatakan bahwansignam paksa
berlangsung dari tahun 1830-1870, tetapi dalamtgkakang sesungguhnya
bahwa sistem tersebut telah berlangsung jauh sebéiinun 1830, dan
berakhir secara total pada awal abad ke-20. Inatddipadikan referensi baru
bahwa melihat sejarah tanam paksa harus ditamp#i&eara utuh mengingat
kompleksnya kajian sistem ini baik secara makropuaumikro.

Pada masa VOC, Minahasa telah terkait dengan puiéapelayaran
niaga VOC yakni sebagai daerah pemasok beras. Kamsgebagai pemasok
beras ini beru dihentikan pada tahun 1852. Senwentar di daerah ini
pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan sistarant paksa semenjak
tahun 1822. Daerah yang paling cocok untuk budadapi waktu itu adalah
di Dataran Tinggi Tondano yang sesuai dengan ekdtogi. Wilayah
tersebut merupakan bagian dari Minahasa yang pekdyd tergolong padat.
Dengan potensi tenaga kerja yang banyak di wilayah maka sangat

memungkinkan untuk dilakukan mobilisasi tenaga &esgcara tradisional
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baik yang diperlukan untuk penanaman kopi itu Benthaupun untuk
membangun prasarananya. Tanaman kopi lebih banyaldidayakan di
distrik Romboken dan meluas ke distrik-distrik sakiya seperti Tomohon,
Kawanokoan, dan Sonder (Schouten, 1993: 51-72).

Untuk pembudidayaan kopi, lahan-lahan yang dimakdéaaadalah
tanahkalekeran yaitu suatu tanah milik distrik yang kosong diaiak digarap
oleh penduduk karena keadaan tanahnya kurang bdikk ikebun atau
persawahan. Pembukaan lahan-lalkatekeran ini sangat memberatkan
penduduk karena letaknya yang cukup jauh dari tetmgggal mereka. Dalam
hal lain upah yang diberikan juga tidak mencukuptiuld kebutuhan mereka.
Setiap pikol pemerintah Belanda hanya membayar f 10, padah#@pse
keluarga hanya dapat menghasilkan gaittol belum lagi dengan adanya
kecurangan-kecurangan yang dijalankan oleh panagpstlapangan dalam
menimbang kopi. Dalam hal lain, penduduk juga dameboleh biaya
pengangkutan, dimana pengangkutan kopi ke gudadagnrgu pemerintah
yang berada di wilayah pantai cukup jauh, padahaleka harus dengan
memikulnya. Baru sejak tahun 1851 pemerintah memlgudang-gudang di
daerah pegunungan, sehingga pekerjaan pendudukadndepih ringan.
Sedangkan pengangkutan dari gudang-gudang pegunieggudang-gudang
di daerah pantai dilakuna oleh para pekerja yabgrdupah (Leirissa, 1996:
62).

Namun demikian, dalam rangka memperlancar prosegapgkutan
kopi, penduduk tetap terbebani untuk membangunapaaa yang terkikat
secara tradisional. Maka semenjak tahun 1851 jalan- dan jembatan
penghubung daerah pegunungan dengan daerah pagaidibangun. Dalam
pelaksanaannya, penduduk diharuskan bekerja sbeegdiran dan sukarela
tanpa upah. Sehingga sewaktu-waktu, mereka haaps dipanggil untuk
bekerja dalam pembuatan sarana dan prasarana. UPadiaanya mereka
dipimpin oleh pemimpin tradisional mereka yaitu p&epala walakyang
memiliki otoritas tradisional untuk memerintah aptiwarga yang berada di

bawah pimpinannya. Pekerjaan tersebut seringkainlagva kesengsaraan
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kepada rakyat karena letak proyek-proyek terse@uh jdari desa tempat
tinggal mereka, atau dapat pula pada lokasi-lokaisg sangat sulit, sehingga
mengancam keselamatannya. Pekerjaan unum tersalgd jgangat

membebankan dan memberatkan karena pada suata ketiiduduk harus

memanen tanaman untuk memenuhi kebutuhan pokokmgaeka dapat

panggilan untuk kerja bakti membangun sarana uneuselbut.

Jika dibandingkan dengan kopi Jawa, baik dari skgnomi maupun
kualitas, hasilnya tidak terlalu rendah. Bahkanyb#npara pejabat Belanda
yang secara langsung mengakui bahwa Kopi Menadb jabih baik
ketimbang Kopi Padang. Malahan pada bagian kedwa &e-19 Kopi
Menado sempat mengungguli Kopi Jawa. Namun demildan segi
kuantitas, produksi Minahasa jauh lebih rendahmtbey Kopi Padang yang
rata-rata menghasilkan 191.000 pikul setiap tatg&edangkan Kopi Jawa
lebih benyak lagi yakni dapat mencapai 2 juta psetiap tahunnya. Namun
demikian, Minahasa telah memiliki sejarah sosialgyaukup berperan dalam
pengayaan sejarah nasional, terutama masa ditemagkaistem tanam paksa.

Semenjak tahun 1820 hingga tahun 1840, di Minargka&wopi telah
dibudidaya secara perorangan sebelum diberlakukarmjtuur stelsel
Sebagaimana halnya di Minahasa, di Minangkabau pmy@ganaman kopi
dilakukan di daerah-daerah pegunungan. Lahan-lafsarg dipakai juga
dalam kategori lahan tidur yang kurang produktifulrpertanian lain. Karena
sebagian besar kopi ditanam di daerah daerah peganuterutama lahan-
lahan yang berada dalam kawasan hutan, maka kopangkabau lebih
sering dekenal sebagai “kopi hutan”. Seperti halrdi Minahasa, di
Minangkabau juga penduduk dibebani dengan kerjgpatanpah untuk
membangun sarana-sarana terutama jalan-jalan odrajan untuk keperluan
pengangkutan kopi dari daerah pegunungan ke Paddgmentara para
pemimpin tradisional yang bertugas menggerakkardymhurk adalah para
penghulu, sehingga dengan ikatan tradisional tatspbnduduk patuh pada
atasannya.
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Dalam penelitian Prof. Kenneth Young, disimpulkarbérapa
penyebab atau faktor pendorong keberhasilan bugla danam kopi di
Minangkabau.Pertama adalah kebijakan mengenai pemberian upah yang
tidak membingungkan para petani, karena telah dagngan jelas. Harga per
pikul ditetapkan f 20 atau sekitar 32 sen per lay setelah dipotong berbagai
ongkos yang harus dibayar, petani menerima f 4 atau 5 sen per kg.
Keduatersedianya tenaga kerja yang cukup banyak yangtdiikerahkan
untuk keperluan penerapan budibaya tanam kopilets&etiga adalah
adanya tradisi dagang yang telah tertanam dan wanjmasyarakat
Minangkabau yang menyebabkan orang terdorong unténjalankan
pekerjaan yang menghasilkan uang (Young, 1988:1626-

Young dalam penelitiannya juga menyimpulkan selsdais
kegagalan dari penerapan sistemRdrtamaadalah habisnya lahan pertanian
yang cocok untuk budi daya kopi sehingga tidak taflakukan ekspansi
secara terus meneruseduaadalah munculnya penyakit tanaman kopi yang
sulit untuk di atasi, sehingga produksi semakinkinemg. Ketiga Perang
Aceh yang berlangsung relatif lama sehingga banyakguras perhatian
pemerintah Belanda untuk menanganinya, sementaliddya kopi menjadi
kurang diperhatikarKeempatadalah cara-cara pengelolaan yang kurang baik
karena terbiasa dengan pola budidaya perseorarayam tglah berlangsung
sebelunmcultuur stelselditerapkan.

Berikut ini adalah tabel hasil analisis Young yangnggambarkan
eksistensi kopi Minangkabau sejak tahun 1842 hint@@6. Kalau selama
abad ke-19 dan awal abad ke-20 produksi kopi daJaws meningkat, maka
eksistensi kopi Minangkabau justru menunjukkan igrgiing sebaliknya,
yakni telah terjadi penurunan sejak tahun 1886. ép¢ana di Minahasa
keberadaannya berfluktuasi dengan beberapa punalmdtahun 1865
(sekitar 35.000 pikul) dan 1989 (sekitar 37500 Pikkemudian sejak 1879
(35000 pikul), dan semenjak itu menurun dalam Herftuktuasi hingga
pernah mencapai titik terendah pada tahun 1890 @), dan pada saat

penghapusan hanya mencapai sekitar 6000 pikul.
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Tabel 4 Penjualan Kopi dari Minangkabau 1842-1906 alam jutaan kg.

Tahun Terjual Rata-rata Setahun
1842-46 23.1 3.0
1847-51 20.0 4.0
1852-56 40.0 8.0
1857-61 45.8 9.2
1862-66 43.7 8.7
1867-71 49.6 9.9
1872-76 35.5 7.1
1877-81 37.0 7.4
1882-86 30.4 6.1
1887-91 21.2 4.2
1892-96 14.4 2.9
1897-1901 11.9 2.4
1902-1906 10.1 2.0

Young, 1988.

D. Kritik Terhadap Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hdrapgkrut
setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Bgowa, 1825-1830), dan
Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Gubeianderal Van den
Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistemnidPeksa (Cultuur
Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemegntgjahan yang kosong,
atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwaddesadi Jawa
berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang basigmgrhitungkan senilai
40% dari hasil panen utama desa yang bersangkdtan.den Bosch ingin
setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untakadit komoditi ekspor ke
Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksakintenggunakan sebagian
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tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) danyrsidkan sebagian hari
kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu as¢lutang
pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjkalaoditi ekspor itu lebih
banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayam desakan menerima
kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti rmagantkekurangan tadi dari
sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkemai&eara perlahan sejak
tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 18d@m ini telah
sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah koloniamabdisasi lahan
pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang sgdiis. Komoditas kopi,
teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasaadedang membubung,
dibudidayakan.

Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ln@rhasil luar
biasa. Karena antara 1831-1871 Batavia tidak harsgamembangun sendiri,
melainkan punya hasil bersih 823 juta gulden ukiagk di Kerajaan Belanda.
Umumnya, lebih dari 30 persen anggaran belanjajdaraberasal kiriman
dari Batavia. Pada 1860-an, 72% penerimaan Kerdfmdainda disumbang
dari Oost Indischeatau Hindia Belanda. Langsung atau tidak langsung,
Batavia menjadi sumber modal. Misalnya, membiayaieta api nasional
Belanda yang serba mewah. Kas kerajaan Belandenpagalami surplus.

Badan operasi sistem tanam pakd¢ederlandsche Handels
Maatchappij (NHM) merupakan reinkarnasi VOC yang telah bangkru
Akibat tanam paksa ini, produksi beras semakinurarig, dan harganya pun
melambung. Pada tahun 1843, muncul bencana ketaplr@irebon, Jawa
Barat. Kelaparan juga melanda Jawa Tengah, tahb® BEstem tanam paksa
yang kejam ini, setelah mendapat protes keras lonbagai kalangan di
Belanda, akhirnya dihapus pada tahun 1870, meskipiuk tanaman kopi
diluar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915.

Cultuurstelsel ternyata membawa keuntungan yangasdvesar bagi
para pemegang saham Nederlandsche Handel-Maatgat@ppentunya juga

raja Belanda- di negeri Belanda, Pemerintah Bela®ata pemerintah India
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Belanda. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan peksdari India-Belanda,
terutama ke Eropa. Ekspor tahun 1830 hanya berfuditajuta gulden, dan
tahun 1840 ekspor meningkat menjadi 74 juta gul@®amjualan hasil bumi
tersebut dilakukan oleh NHM; keuntungan yang masukas Belanda -antara
1830 sampai 1840- setiap tahun sekitar 18 jutaegulthi adalah sepertiga
dari anggaran belanja Pemerintah Belanda.

Seorang mahasiswi Belanda, Annemare van Bodegodsg tehun
1996 mengadakan penelitian untuk menyusun skripsidg menyoroti
periode antara 1830 —awal diterapkannya cultugedtebleh Gubernur
Jenderal Johannes Graaf van den Bosch (1830-1838)pai tahun 1877.
Keuntungan yang diraup Belanda —yang dinamakam st atau surplus
akhir- mencapai 850 juta gulden, yang antara lgjarchkan untuk membiayai
pembangunan infrastruktur di Belanda seperti j&lzneta api, saluran air dll.
Di sisi lain, cultuurstelsel ini membawa kesengaardan bahkan kematian
rakyat yang dijajah. Antara tahun 1849-1850 sajaatat lebih dari 140.000
orang pribumi meninggal sebagai akibat kerja daartapaksa. Apabila nilai
850 juta gulden dihitung dengan indeks tahun 1982ka nilainya setara
dengan 15,4 milyar gulden. Tak dapat dibayangkamgga keuntungan yang
diraup oleh Belanda dari Indonesia antara 1602-Hpébila dihitung dengan
indeks tahun 2002.

Di atas Kkertas, teori Cultuurstelsel memang tidag&rlalu
memembebani rakyat, namun dalam pelaksanaannyayu@iélsel yang
sangat menguntungkan Belanda, terbukti sangat nkarugetani terutama di
Jawa dan mengakibatkan kesengsaraan dan kematiarrdbgyat banyak,
sehingga cultuurstelsel tersebut lebih dikenal gaibaistem tanam paksa,
karena petani diharuskan menanam komoditi yangasatigninati dan mahal
di pasar Eropa, yang mengakibatkan merosotnya hasman pangan
sehingga di beberapa daerah timbul kelaparan, tsgpeg terjadi di Cirebon
tahun 1844, di Demak tahun 1848 dan di Grobogamtai849.

Sejak 1840, selama 60 tahun berikutnya nilai eksgemi India-
Belanda ke Belanda meningkat 10 kali lipat, dai jil@a gulden menjadi 1,16
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milyar gulden. Selama kurun waktu itu, juga terjgdirubahan komoditi
ekspor; selain kopi, teh, gula dan tembakau, yaagiimterus diekspor, kini
ekspor bahan baku untuk industri seperti karetairdan minyak, menjadi
lebih dominan. Seiring dengan perkembangan eksaorjehis ekspor, titik
berat perkebunan pindah ke Sumatera Timur, di noigiekan perkebunan-
perkebunan besar, terutama untuk tembakau dan karet

Selain monopoly perdagangan komoditi “normal”, yata Belanda
juga memperoleh keuntungan besar dari perdagangamo(candu), yang
kemudian juga dimonopoli oleh VOC dan penerusnyamnétintah India-
Belanda. Semula impor opium dari Bengali pada talt@? hanya sebanyak
satu setengah peti, meningkat menjadi 2.000 petlapgahun 1742.
Keuntungan per peti dapat mencapai 1.800 samp@D Zydlden, dan agar
penjualannya terjamin, Belanda juga mendorong pribuuntuk
mengkonsumsi opium. Pada akhir abad 19, Konsul&nBa di Singapura
melaporkan, ekspor candu dari Bengali ke IndiadB#amencapai hampir
3.700 peti.

Ewald van Vugd, seorang wartawan dan penerbit berkgsaan
Belanda, pada 1985 menyoroti politik perdagangamunopBelanda yang
dipaparkan dalam bukunya Wetig Opium. Menurut vargty candu mulai
menjadi sumber penghasilan utama Belanda sejak thd3. Antara tahun
1848-1866, laba perdagangan candu mencapai 158,9yilden, yakni 8,2 %
pemasukan total dari tanah jajahan, dan kontripesnasukan dari jajahan
Belanda terhadap seluruh anggaran Belanda seb2g##6!1 Antara tahun
1860-1915, laba candu meningkat 15 persen per tdalm candu antara
1904-1940 sebesar 465 juta gulden! Tak heran apabi Vugt tahun 1988
menerbitkan buku dengan judul yang menggemparkaity yHet dubbele
Gezicht van de Koloniaal (wajah ganda dari peng@@hyang memuat sisi
negatif penjajahan Belanda, seperti pedaganganucgatdagangan budak,
kerja paksa, kekerasan senjata dll.

Demikianlah wajah penjajahan Belanda waktu itu, ide@untungan

materi untuk para tuan besar, mereka mengorbamkaatrdi jajahan mereka,

XXIX



bahkan secara sistematis merusak mental dan kesemakyat dengan
menganjurkan untuk mengisap candu. Tidaklah meaghkan apabila
sekarang keluarga kerajaan Belanda termasuk kelyzaiing kaya di dunia
dan Belanda termasuk salah satu negara termakmidroga Barat, berkat
perdagangan budak, perdagangan candu, tanam pakshedbagai praktek
pelanggaran HAM. Hal-hal yang sangat tidak manusseperti ini, telah

menggerakkan hati beberapa orang Belanda yang hsinmsseperti Eduard
Douwes Dekker, yang kemudian melancarkan kritikhdadap politik

Pemerintah India-Belanda melalui berbagai tuligaga dalam bentuk roman
dengan nama “Max Havelaar”, yang ditulis pada tal@860.

Namun krittkan yang dilontarkan tersebut tidak menykan
Pemerintah Kolonial Belanda untuk membuat berbggeiaturan untuk
menakut-nakuti rakyat jajahannya yang berniat memkang. Pada tahun
1880 diberlakukan peraturan yang dinamakan Po&aletie, yaitu peraturan
yang memuat ancaman hukuman badan (kurungan daapybagi kuli-kuli
yang melanggar peraturan kerja. Tujuan utama Peefalnctie adalah
menjamin tenaga buruh bagi majikan, juga memba&esierdekaan buruh
untuk meninggalkan perkebunan tempat bekerja. MaotaainHatta menunjuk
buku tulisan H.F. Tillema yang berjudul “Kromo Betta” yang berisi
keluhan dan pengaduan tentang bagaimana PemeBefahda melalaikan
kesehatan rakyat. Hatta menunjukkan keadaan burukaldngan buruh,
misalnya bahwa seorang kuli (buruh) di Sumateraldip bekerja dengan
kekerasan dan diperlakukan sewenang-wenang olehkamajBelanda.
Pukulan-pukulan dengan rotan, penahanan melawaanhugenelanjangan
buruh yang dianggap salah oleh majikan merupakaragaan pada waktu
itu.

Poenale Sanctie yang kejam dan tidak berperikenearusnenambah
kesengsaraan rakyat Indonesia, dan memperpanjdiag pelanggaran HAM
oleh Belanda, serta meningkatkan kemarahan dann&igoe di kalangan
bangsa Indonesia. Pers dan para pemimpin bangsmdsid mengecam

Poenale Sanctie ini. Setelah gencar kritik dan kecadi negeri Belanda
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sendiri, baru pada tahun 1924 Majelis Rendah Belanéngajukan protes
atas Poenale Sanctie tersebut, namun Poenale &dosti dicabut tahun

1941, ketika Perang Dunia di Eropa telah dimulai @acaman Jepang di Asia
telah di depan mata.
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BAB Il
DAMPAK PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA BAGI
MASYARAKAT

A. Gambaran Umum

Apakah tetap terjadi perbedaan pada perkembangaoek di Jawa,
andaikata Sistem Tanam Paksa tidak pernah ditem@pRagaimanakah jika
sebagai ganti memperkenalkan rencana Van den Bosplada tahun 1830,
pemerintah Hindia-Blanda melanjutkan saja arah yalady digambarkan oleh
Du Bus pada tahun 1827. Tentu saja pertanyaanlihidgawab, karena hal
itu akan merupakan pengandaian belaka, tetapi dehgaya mengajukan
pertanyaan itu saja, kita dapat merenungkan kecengan jangka panjang
dibandingkan dengan kecenderungan jangka pendektuwaelakukan hal
ini, kita cenderung mendapatkan segala macam alasark menganggap
bahwa Sitem Tanam Paksa secara keseluruhan hamyalpabkan perbedaan
yang sedikit sekali, dan segala-galanya tetap seahgu bagai manapun juga.
Anggapan ini tidak seluruhnya memuaskan, karenger8istu mempercepat
gaya perubahan. Niscaya kita akan menyimpulkargatakan bahwa Sistem
Tanam Paksa digunakan dan dibuat berdasarkan plaapsial dan ekonomi
yang sudah ada dalam masyarakat Jawa. Sesunggutulgh yang
sebenarnya dikatakan oleh Van den Bosch mengermiyapg sedang ia
lakukan. Tetapi, kemudian Van den Bosch berkatdatgn banyak hal.
Barangkali kita menganggap bahwa dia dan oranggoBelanda lainnya
kurang sekali pengaruhnya— dengan cara apapun gtaga—asas-asas
kehidupan orang Jawa sepanjang abad ke-19, daa ppd yang mereka
pikirkan dan mereka lakukan.

Bagaimanapun, sulit beranggapan bahwa yang dgl&esoitu sudah
jelas. Kita tidak bisa mempermasalahkan apakalersighnam paksa itu
revolusioner dalam apa yang dilakukannya, melairddean mengambil tiga
perubahaan, yang menurut pendapat saya memang larengaengaruh
Sistem tanam paksa dalam soal-soal perekonomiagadeakibat-akibat yang
penting. Ketiga bidang itu adalah: pembentukan maotienaga kerja yang
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murah, dan ekonomi pedesaan. Sebelum membicarakamalhini, harus
disampaikan beberapa pertimbangan mengenai casgopaulis memandang
Sistem Tanam Paksa selama satu seperempat abadalgantulisan-tulisan
yang terdahulu ini, yang banyak jumlahnya, mencekam perasaan dan
sikap dari masa yang lain mengenai Sistem itu. Whaia pandangan mereka
tidak seragam, para penulis itu merupakan wadahggiehuan yang
mengarahkan pemikiran kita mengenai Sistem TanaksaPdan mengenai

arah perubahan secara keseluruhan di pulau Jaweapad ke-19.

B. Cultuur Stelsel Kaitannya Dengan Masyarakat

Penerapan suatu sistem, terlebih sistem yang plkana oleh
pemerintah kolonial, maka menyisakan banyak peralasa terutaka bagi
masyarakan yang terkena kebijakan tersebut. Dalamankya dengan
penerapan sistem tanam paksa, suatu pertanyaansudihgintuk dijawab
adalah mengenai dampak diterapkannya sistem taaisa pada masyarakat
Jawa. Hampir semua peneliti mutakhir bahwa sistsebut tidak bermoral,
tidak humanis, dan tidak dapat dibenarkan dalanasitapapun. Dalah kaitan
dengan masyarakat ini, perlu dibedakan antaransigta sendiri yang
dianggap tidak dapat dibenarkan, dengan dampakaye konkret pada
masyarakat. Para peneliti belum menemukan katakatepaengenai kedua
variaber tersebut. Pada satu pihak ada pendapat iymmgatakan bahwa
sistem ini paling kurang bermanfaat karena ekonoamg telah masuk ke
desa, yang kemudian menjadi penggerak ekonomi padesSementara
penelitian tentang sistem ekonomi masa VOC menkajukahwa proses
monetisasi sesungguhnya telah muncul dalam mastadaiwva pada masa
VOC. Dengan demikian terdapat kemungkinan besalgeimya juga sudah
beredar berbagai macam uang dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan masuknya ekonomi uang kesped, Prof.
Van Niel dari Universitas Hawaii mengemukakan petag modal dalam
cultuur stelselpada awalnya bukan berasal dari orang-orang atabdga-

lembaga Barat, dimana Belanda pada saat itu makgwang dalam keadaan
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bangkrut sehingga memerlukan sistem tersebut untakdatangkan uang
dengan cepat. Sementara permodalan yang digunakak pabrik-pabrik
gula yang dikelola pihak swasta datangnya justrulsibagai pihak di Jawa
sendiri, seperti halnya para pensiunan pegawairhegerusahaan ekspor-
impor, dan sudah barang tentu para saudagar Cing §gah lebih dulu
memiliki modal yang cukup (Vani Niel, 1988). Jileoti tersebut benar, maka
dapat disimpulkan bahwa moneterisasi memang tekatlarigsung jauh
sebelumcultuur stelselditerapkan. Ini berarti bahwa terhadap ekonomi uang
masyarakat pedesaan, sistem tanam paksa tidak bagiyak berdampak.

Sementara itu M.R. Fernando dan O’Malley melalungigiannya
tentang perkebunan kopi di Lerebon bahkan menukfmuladanya segi-segi
positif dari penerapaaultuur stelsel bagi masyarakat Jawa. Dengan meramu
pendapat sejumlah sarjana yang pernah meneliti lamasaltuur stelsel
seperti Van Niel, Lison R.Knaight, dan Fernandajuee sejarawan tersebut
mengungkapkan bahwa: ..”bukti sejarah sudah munperlihatkan bahwa
pertumbuhan pertanian komersial sesudah tahun 1®@0niliki efek
perangsang pada ekonomi pedesaan, dengan konsasiaienjurus pada
peningkatan taraf kehidupan bagi mayoritas pendyshaglesaan, paling tidak
selama dasawarsa pertengahan abad ke-19” (Bo@&8; 296).

Dalam kesempatan lain, Fernando mengemukakan balangak
cultuur stelseladalah: “cara hidup keluarga subsistensi yang |am@ag
menghasilkan sendiri kebanyakan dari kebutuhanriimte berangsur-angsur
mulai berganti dengan suatu cara hidup materialy yieomersial. Dengan
sistem tersebut penduduk pedesaan semakin tetmasia membeli berbagai
macam kebutuhan rumah tangga dengan menggunakam @Tampak
ekonomi darinkebiasaan konsumen dari penduduk pedetu tercermin dari
meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegikémiatan ekonomi
non-agraris (Fernando, 1991: 3). Tesis Fernaedsebut dibenarkan juga
oleh Sugiyanto Padmo dari Uuniversitas Gadjah Magdalui penelitian
historisnya. Secara lebih terperinci Fernando jugajelaskan dalam sebuah
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tabel yang menunjukkan diversifikasi pekerjaan raesyat baik agricultuur

maupun non-agricultuur.

Tabel 5. Komposisi Tenaga Kerja Di Jawa Tahun 1880

Propinsi Tani Manufaktur Pedagang Jasa
Jabar 720.532 27.628 107.855 22.678
Jateng 1103.782 49.851 174.982 34.079
Jatim 741.660 45.271 72.896 26.023
Jumlah 2565.974 122.270 355.733 82.78(

Fernando, 1993.

Di samping apa yang dikemukakan Fernando, R.E.Elsga secara
khusus meneliti masalah-masalah kemiskinan dengamgajukan pertanyaan
bahwa apakalcultuur stelsel menimbulkan kemskinan atau tidak bagi
masyarakat. Elson juga mengakui bahwa masalahbtérsangat sulit untuk
ditetapkan karena keterbatasan sumber sejarahtarreaumengenai data
statistik yang membingungkan. Namun ia sampai pesla bahwa tidak dapat
dikatakan apakabultuur stelsel menimbulkan kemiskinan pada masyarakat
Jawa atau justru sebaliknya mendatangkan kemakmukinirnya Elson
hanya dapat mengemukakan bahwa dengan pasti bahisestem itu
langsung atau tidak langsung paling tidak dalanmgkanpendek, memberi
peluang-peluang untuk suatu pengelolaan secata hedntap bagi kehidupan
ekonomi pangan serta membuka kemungkinan-kemungkinantuk
pertumbuhan masyarakat tani, yang sebelumnya saegaatas pilihan-

pilihannya” (Elson, 1988).

. Penulisan Sejarah Sistem Tanam Paksa

Penulisan sejarah ekonomi Indonesia abad ke-1%, gashrnya tidak
dapat dilepaskan dari sistem tanam paksa yangsdit@kan oleh penguasa
kolonial Belanda sebagai kebijakan konservatif-k@bs  untuk
meningkatkan eksploitasi tanah koloni. Berdasark&ratur yang sudah

tersedia, ditemukan gambaran yang cukup jelas meangelaksanaan tanam
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paksa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Jikargemendalam dikaji
mengenai pelaksanaan tanam paksa di Jawa dengaialva, maka terdapat
perbedaan yang cukup besar terutama yang berhubutgagan proses
pemiskinan masyarakat pribumi. Di luar Jawa, kédaija sistem ini tidak

begitu terasa berat karena rata-rata penduduknyailikielahan pertanian

yang luas. Sementara yang digunakan untuk lahaniddysl tanam,

kebanyakan merupakan lahan tidur yang tidak digasbgh penduduk.

Sementara lahan-lahan milik penduduk tidak merjadian dari pelaksanaan
tanam paksa. Sementara di Jawa, budidaya tanar tidaya dilakukan

dilahan-lahan tidur, melainkan di lahan-lahan miiktani yang sedianya
digunakan untuk penanaman padi. Dengan begitu, aamgkyat yang

tercerabut hak atas tanahnya yang seharusnyadn&tjan garapannya untu
mencukupi kebutuhan hidupnya. Di samping itu, bingala masyarakat
Jawa yang tidak memilki tanah garapan untuk keparlidupnya. Padahal
waktu bekerjanya yang seharusnya dipergunakanasgeauh untuk mencari
penghidupan, harus dipergunakan untuk bekerjahdinldahan untuk tanaman
ekspor.

Penelitian-penelitian pada abad ke-19 tentang aejaosial dan
sejarah ekonomi di Indonesia, menunjukkan pahwakgahaan Siatem
Tanam Paksa di daerah-daerah memperlihatkan dardpakhasil yang
berbeda-beda. Di Pulau Jawa, pelaksanaan sistsebtgrtelah mendorong
kembali suatu pertumbuhan ekspor yang signifikanmdna Jawa terlibat
praktis dalam perdagangan internasional. Dengaerliettan tersebut, maka
eksistensi Jawa menjadi semakin penting bagi pataérikolonial Belanda.
Berperannya Jawa dalam lintas makro, bukan bemagnhingkatkan secara
signifikan kesejahteraan mikro masyarakat petanaJaMerkipun lalu lintas
uang menyentuh desa-desa di Jawa yang berdampaldbahersistem
subsistensi menjadi sistem ekonomi baru, namun raekamprehensif
masyarakat pertanian Jawa tetap miskin. Semeriargelaksanaan Sistem
Tanam Paksa di luar Jawa, seperti halnya di Summ8arat, telah melahirkan
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stagnasi ekonomi dalam masyarakat minangkabau efaadetan politik pada
dasa warsa terakhir abad ke-19.

Di antara diskusi-diskusi tentang perubahan sakial ekonomi abad
ke-19 di Pulau Jawa, sebagai daerah utama pelaks&istem Tanam Paksa,
ada kajian antropologi yang digarap oleh Clifforcee@z dengan judul
Agricultural Involution: The Process of Ecologidahange in Indonesithun
1963. Dalam terminologinya, Geertz menegaskan basploitasi kolonial
melalui Sistem Tanam Paksa di Jawa telah melahidgzen yang disebut
“involusi pertanian”, yang pada gilirannya menckata kemiskinan petani di
Pulau Jawa secara signifikan. Sistem budidaya taakspor pemerintah
kolonial menurut Geertz, membawa dampak perubabaialsdan ekonomi
yang sangat mencolok. Teori Geertz tersebut telampengaruhi sebagian
besar ilmuwan sosial dalam mengkaji masalah-masaitanomi Indonesia
abad ke-19 dan ke-20 (Suyatno Kartodirdjo, 2008: ix

Ditinjau dari aspek pelaksanaan Sistem Tanam Paksa] ke-19
merupakan suatu feriode di mana sistem ekonomi vzaspk di desa-desa,
terutama pedesaan Jawa. Dengan masuknya sistenon@kamng, yang
menggantikan sistem subsistensi, maka ketergamyreya petani pada dunia
luar menjadi semakin besar. Produksi pertanianjudiéin untuk komodiiti
ekspor di pasaran dunia yang semakin memiliki prgenting terutama bagi
perbaikan kas pemerintah Belanda. Dengan sisteselet, berarti telah
menimbuklan dampak terhadap terganggunya sistenmoekio subsistensi
sebagai sistem ekonomi tradisional yang bersifatuttgp dan hanya
memenuhi kebutuhan hidup sendiri sebagai petaniengBn mengkaji
penerapan Sistem Tanam Paksa di berbagai daerda teari dualisme
ekonomi Boeke (1942, 1945) yang menyebutkan bahst@ns ekonomi
modern yang dipraktikan negara kolonial yang hithepdampingan dengan
sistem ekonomi tradisional atau sistem ekonomiistéssi dan tidak saling
mengganggu, tidaklah benar. Kajian sejarah so&ah@mi Indonesia abad
ke-19 menunjukkan bahwa ekonomi subsistensi memgajangguan yang

serius akibat praktik ekonomi kolonial. Dalam kajikain, Pemberontakan
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Petani Banten 1888, misalnya sebagaimana dibaltsasenendetail oleh
Sartono Kartodirdjo tahun 1966, merupakan salalu saintoh akibat
gangguan praktik ekonomi kolonial. Kemudian geragarakan yang berupa
resistensi petani Jawa pada abad ke-19 mau tidak haeus dikembalikan
pada praktik kolonial, dengan penerapan Sistem marfgaksa yang
menyertainya. Dalam kajuan sejarah sosial ekors@t@anjutnya, resistensi
petani Jawa sudah merupakan tradisi masyarakattéamadap diterapkannya
politik ekonomi kolonial yang menyengsarakan. Hakébut sangat relevan
dengan teori yang disampaikan oleh Selo Soemardjahwa dalam
masyarakat yang tertindas, maka akan menimbulkgolage sosial dari
masyarakat yang bersangkutan. Apabila teori tetseikaji secara historis,
maka resistensi dalam masyarakat Indonesia selahcuhmengingat tekanan
dan penindasan dari penguasa yang terus berlamupas sekarang. Gaya
kolonial masih tetap membelenggu mental para pesaglangsa terutama
bangsa Indonesia, sehingga gejolak sosial di maranselalu muncul
berbarengan dengan sikap-sikap otoriter penguasgtigak banyak berpihak
kepada rakyat. Praktek-praktek Sistem Tanam Palapa dewasa ini masih
dipraktekan dengan subur di negeri ini meskipumamabentuk-bentuk yang
berbeda. Dampaknya bagi petani Jawa sejak jamaiajglean sampai
sekarang “petani kita miskin di tengah melimpahhnya kekayaan alam
negeri ini”.

Namun demikian dalam konteks kajian ini, tanpa nteana Sistem
Tanam Paksa sebagai kebijakan ekonomi kolonial mElaksanaannya di
tanah koloni, nampaknya akan sulit memperoleh sgatabaran yang jelas
dan menyeluruh mengenai sejarah ekonomi dan segasahl Indonesia abad
ke-19. Tulisan Van Niel tentang Java: Under thédti¢ation System tahun
1992 tampaknya dapat menjadi referensi yang cukephabga untuk
membantu mengkaji sejarah sosial dan ekonomi Irsilanabad ke-19.
Meskipun tulisan tersebut merupakan kumpulan kamangamun berbagai
hal masalah Sistem Tanam Paksa di Jawa, isinyaiaskomprehensif suatu

pemikiran relatif utuh tentang kajian Sistem Tar@aksa di Jawa. Van Niel
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menyajikan dua hal penting pada bagian awal pensaahmengenai Sistem
Tanam Paksa yakni: pertama, aspek internal darer8iJanam Paksa yang
merupakan bagian menyeluruh dari sejarah orang,Jawkan bagian yang
hanya dimiliki oleh sejarah kolonial. Dengan aspgkrnal tersebut, dampak
dari pelaksanaan Sistem Tanam Paksa terhadap pgataaidapat dibhas lebih
rinci lagi. Kedua, pergolakan petani Jawa abad %erdng sebagian besar
diakibatkan oleh praktik Sistem Tanam Paksa tidakifat holistik melainkan
lokal. Dari kedua aspek penting tersebut, tampakpgdu ditunjukkan
beberapa penulisan sejarah tentang pergolkan p#am@ abad ke-19. Karya
terpenting adalah penelitian Profesor Sartono Kamdp mengenai
Pemberontakan Petani Banten 1888 yang ditulis {zddm 1966, dan gerakan
protes di pedesaan Jawa pada abad ke-19 yanig géda tahun 1973. Dari
dua karya monumental tersebut, dapat dipergunakaink umemahami
keanekaragaman pergolakan petani yang merebakdipeda abad ke-19.
Sementara implikasi dari aspek internal Sistem fraiaksa dan
variasi lokal pergerakan petani Jawa abad ke-19hadahwa penulisan
sejarah ekonomi Indonesia abad ke-19 tidak bisepddkan dari sejarah
sosial. Kajian-kajian tema mengenai sejarah sadiatl ke-19 sangat penting
artinya untuk menjelaskan praktik dan dampak Sisieanam Paksa baik
terhadap Jawa maupun luar Jawa. Oleh karena itankejengenai Sistem
Tanam Paksa yang digarap oleh Van Niel dapat #gadsebagai salah satu
pemicu untuk mengembalikan kajian sejarah sosidgman Jawa abad ke-19.
Hal tersebut perlu dijadikan perhatian bahwa bahampaknya tidak perlu
diragukan lagi bahwa kajian mendalam mengenai 18istanam Paksa di
Jawa ini telah mengungkap dua kenyataan sejaratanf® Jawa abad ke-19
menjadi sumber penghasilan komoditas ekspor pentbagi pasar
internasional. Kedua, Pulau Jawa memiliki kekayaamber daya manusia
sangat murah yang dimanfaatkan sebagai tenaga ketjzk kebutuhan
pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Van Niel dalam litmeneya
menunjukkan bahwa 65-70 persen keluarga petani Jdipakerjakan

diperkebunan-perkebunan milik pemerintah kolonaha kenyataan sejarah
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itu jelas menunjukkan adanya eksploitasi kolonitasa besar-besaran di
bidang ekonomi dan sosial sejalan dengan politilorkal subyektifikasi
Belanda.

Berdasarkan data-data sejarah yang berhasil dikikampuVan Niel
mencoba memberikan interpretasi rinci mengenainaergpara kepala desa di
Jawa sebagai kelompok penghubung antara kekusspradesadengan
penduduk desa. Peranan baru para kepala desa igapgtitannya pada masa
diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Jawa ini tanypatelah mengubah
struktur sosial ekonomi pedesaan. Mereka terlibegns dalam pengelolaan
dan pengorganisasian produksi tanaman dagang kepdrluan ekspor. Di
lain pihak, para petani harus memikul beban sagdi@homi yang semakin
berat untuk pengadaan dan penyelenggaraan komaksg®or tersebut. Di
bawah sistem tradisional, di mana disa yang bethdsawah supra desa
dalam hal ini wilayah kekuasaan bupati, maka asritadisional di tingkat
desa menciptakan raja-raja di tingkat desa. Sek®bagai pemimpin
pemerintahan di tingkat desa, para kepala desa fngajadi pemimpin
tradisional yang berpola patron-client. Rakyat batunduk terhadap segala
keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pemimgadisional mereka.
ltulah sebabnya pemerintah kolonial tetap mempartgdn otoritas
tradisional untuk mempermudah dalam mengeksploti@sah dan tenaga
kerja masyarakat desa. Dalam konteks otoritassi@thl, maka yakyat patuh
pada perintah atasan baik yang berkaitan dengaralahasiasalah desa
maupun yang berhubungan dengan pemerintah koldd&hpak dari pola
yang bipolar tersebut adalah eksploitasi yang b#vés dari para penguasa
terhadap masyarakat. Sebagai kasus misalnya, aketigsyarakat atau
penduduk sedang mengerjakan lahan pertanian urgblktéhan hidupnya
dalam kerangka ekonomi subsistensi, namun kemuali@nperintah kepala
desa untuk bekerja di lahan tanaman ekspor, makdugdek tidak dapat
menolaknya. Begitu pula pada ketika akan memanakamenduduk harus
menundanya, karena harus mengerjakan tugas pemienj@hih dahulu.
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Setelah memahami kajian mengenai pelaksanaan Si3i@nam
Paksa, maka gambaran yang diperoleh mengenai pemn@kan Jawa adalah
bahwasistem ekonomi moderratau sistem ekonomi uang dan komoditas
ekspor, telah mengeksploitasi habis-habisan sisfemnomi subsistensi yang
menjadi basis perekonomian kaum petani. Eksploiggnomi modern
melalui penerapan Sistem Tanam Paksa merupakafogispyang bersifat
brutal dan mengakibatkan para petani Jawa mend&gtaiskinan dan
kelaparan yang berkepanjangan. Struktur ekonomiyamakat desa nyaris
hancur akibat penerapan sistem ekonomi baru tersgdg bedampak pada
kemiskinan dan kelaparan yang menjadi makanan idedar masyarakat
petani. Teotiinvolusi pertanian karya Clifford Geertz yang menjelaskan
proses kemiskinan struktural di Jawa tampak relemga. Pertambahan
penduduk Jawa, berkurangnya lahan pertanian, ddoapan perkebunan
Eropa menjadi penyebab utama kemiskinan di Jawa.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kajian @kordan
sejarah ekonomi Jawa abad ke-19 oleh Van Niel nadgarp hasil karya
pemikiran yang sangat penting. Karya tersebut memamemberikan
gambaran sejarah yang agak komprehensif yangi digalasarkan sumber-
sumber primer, sehingga praktik dan dampak Sistamaih Paksa di Jawa
dapat dilihat secara lebih objektif. Karya ini dapgadikan sebagai bahan
pembanding dengan karya penulis-penulis lain, unszing mencari
kebenaran sejarah Sistem Tanam Paksa di Indofesalis dan karya-karya
monumental itu antara lain D.H.Burger, Sejarah BkoiRSosiologis
Indonesia yang ditulis 1957; J.H. Boeke, The Stmgctof the Netherlnds
Indian Economy (1942); J.H. Furmivall. Netherlamadia: A Study of Plural
Economy (1944); dan Anne Booth, dkk (ed), mengedgarah Ekonomi
Indonesia yang ditulis pada tahun 1988, dan maaitydk lagi karya-karya
lain baik asing meupun domestik yang lik untuk dika

Untuk maksud-maksud objektif sekarang, penulisgarah Sistem
Tanam Paksa dapat dibagi menjadi tiga tahap. Taes@ama mulai sejak
tahun-tahun akhir penerapan Sistem, yaitu darinat®60-an dan 1860-an,
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dan berlanjut sampai permulaan tahun 1920-an. krupakan masa yang
amat panjang, yang memperlihatkan berbagai macisariimengenai Sistem
itu, tetapi formulasi awal sebagai tahap tunggafteka tahap ini diresapkan
dengan optimisme tentang bagaimana segala sesaatlepat dan akan
menjadi jauh lebih baik, sekali kesalahan-kesalaltem kecemasan-
kecemasan mengenai Sistem Tanam Paksa disinglddwamprinsip ekonomi

yang lebih sehat dapat berlaku. Sebagaimana juga talbapan lainnya,
tulisan-tulisan itu mungkin mengungkapkan lebih yan tentang para
penulisnya serta tentang paham-paham dari zamaekejedaripada tentang
Sistem Tanam Paksa itu sendiri. Soest (1869-7t) Rventer (1865-66)

yang menulis pada dasawarsa 1860-an, menonjolksewemang-wenangan
yang dikenakan oleh Sistem Tanam Paksa pada owamg, Han mencari
suatu pemulihan prinsip-prinsip ekonomi liberal,rek@ juga merasa bahwa
mereka juga mengetahui segala-galanya mengenayaaqpharus diketahui
tentang Sistem Tanam Paksa, yang sebagian bedah dnlauk. Beberapa
penulis liberal seperti Pierson (1877) dan CormetsGroot (1862) kurang
getir dan kurang tegas dalam kutukan mereka, tetapasa bahwa sistem itu
dalam praktek berjalan salah dan bahwa suatu kshij@man ekonomi yang
berjiwa lebih besar yang memajukan perusahaan awadtan sangat
membantu. Laporan Clive Day yang klasik itu adalahsi bahasa Inggris
mengenai pemikiran dan rasa optimisme semacanbay {904). Pada awal
abad ke-20, para penulis lebih condong mengabagaluk-beluk Sitem

Tanam Paksa dan mencapnya semata-mata sebagailoitelssf) suatu

lembaran hitam dari zaman lampau yang kini telalutish. Hassleman
(1912) dan Stokvi (1922) merupakan contoh-contoh dligran ini. Dalam

bidang penerbitan kearsipan, usaha-usaha Van Dmyeiat Roo dan van der
Kemp untuk memperluas publikasi dokumenter dariJoege tidak pernah
mencapai lebih jauh dari dokumen-dokumen tentasgwlarsa 1820-an (De
Jonge 1862-1888; Deventer 1891; Roo 1909; Kemp -1820)'. Sebagai

peralihan ke tahap berikutnya ialah van Vollenhowamg mengutuk politik

Belanda untuk seluruh abad ke-19, terutama dalanpdknya atas hak-hak
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pemilikan tanah desa di Jawa (Vollenhoven, 1919an Wollenhoven
memberikan banyak masukan data baku dan pendsasi @hapan kedua.
Tahapan kedua dari penulisan-penulisan mengen&ensiganam
Paksa terhitung dari tahun 1920-an sampai akhind&skan kolonial Belanda.
Tulisan-tulisan dan polemik-polemik  Van Vollenhovermengenai
kebijaksanaan pertanahan tidak saja menimbulkamampgan-pertanyaan
tentang segala aspek kebijaksanaan Belanda selaadasabelumnya, tetapi
juga magnum opuglari De Kat Angelinemenurut semangat filsafat pada
waktu itu—memperlihatkan suatu perpaduan dan sikapjauhkan diri, yang
memperlunak hal-hal yang tidak enak dari selurunmik Belanda di Jawa,
dengan demikian membujuk dengan cara yang handpk 8ungguh-sungguh
(Kat Angelino, 1929-1930). Usaha untuk mencapaekebangan dinyatakan
paling baik oleh Furnivall dalam karya klasiknya 939). Sambil
menunjukkan bagaimana Sistem Tanam Paksa mengaldd@ merongrong
kehidupan desa di pulau Jawa, dia memperlihatkbarbpa perubahan positif
yang ditingkatkan oleh sistem itu. Pada saat yamgas dalam penelaahan-
penelaahannya di bidang sejarah sosiologi, Burgemcoba merinci
bagaimana ide-ide dan lembaga-lembaga Barat tekasuki pedalaman
pulau Jawa, yang mengakibatkan de-feodalisme dembké&aan masyarakat
Jawa (Burger 1939). Penelaahan-penelaahan sejanafy terinci tentang
sejarah Indonesia abad ke-19 yang menggunakan {balham sumber arsip
mulai muncul dalam disertasi-disertasi pada Unitess Utrecht yang
dipimpin oleh GerretsonUtrechtsche Bijdragerl932-1950). Di Batavali,
karangan-karangan dan selebaran-selebaran stati&iiksvelt mengenai
perkembangan ekonomi pada abad ke-19 mulai menkabubeberapa
persoalan/masalah tentang dampak Sistem tersebrgn&k ternyata telah
terjadi perubahan ekonomi yang agak positif. Babaman ini telah
dikembangakan dan diterbitkan kembali oleh Creutgbalam serChanging
Economy in IndonesiaSejumlah perkembangan dalam arena ekonomi dan
politik selama tahun-tahun 1920-an dan 1930-an exeimgy membuat rakyat

sadar akan dampak kebijaksanaan dan praktek-praktdknial atas
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masyarakat Jawa dan juga lebih menyadari peranamerpgah dalam
kehidupan ekonomi. Dikombinasikan dengan minat yamgningkat pada
teori sosio-sejarah, perkembangan ini cenderungdoreng para penulis ke
arah pandangan yang campur-aduk tentang Sistemmld&aksa. Dengan
mengakui kemajuan-kemajuan yang diperolah Sistemseliet dalam
pertumbuhan sektor yang “berorientasi pada ekspoéteka menjadi lebih
pedas dalam kecaman mereka mengenai dampak sistestas masyarakt
Jawa dan secara teoritis lebih konsekuen dalamka&ntumereka terhadap
imperialisme Eropa. Akan tetapi tidak ada seoramggari penulis-penulis ini
yang sampai berbuat sejauh Gerretson (1938), yahgmdusaha untuk
mengubah pandangan sebelumnya terhadap Sisternuerdsetika ia menulis,
bahwa: “Sistem Tanam Paksa adalah kebajikan palm@gar yang
dianugerahkan negeri Belanda kepada Hindia-Belanda”

Tahap ketiga dimulai sesudah kemerdekaan Indondmia masih
berlanjut sampai sekarang. Lebih daripada dalamammasa sebelumnya,
tahap ini menggambarkan minat yang menjangkau wgeldunia terhadap
studi-studi tentang Indonesia. Selama tahap inertipyakan persoalan-
persoalan baru dan makin banyak tersedia buktirtaddu tentang sejarah.
Baik di negeri Belanda maupun di Indonesia, orargkim lama makin
mempergunakan arsip, dan bahan-bahan baru yangmukieannya
memungkinkan para sejarawan untuk lebih dalam meknasra bekerjanya
Sistem Tanam Paksa daripada yang telah dimungkiséhelumnya. Perintis
jalan pada tahap ketiga ini dalam penulisan menggiséem Tanam Paksa
adalah pekerjaan Reinsma (1955) yang mengajukarerdggdp gagasan
perbaikan yang mengejutkan, terutama yang ada sgaknya dengan
kesejahteraan umum di pulau Jawa selama masa Sisteam Paksa. Akan
tetapi dalam hal-hal lain, karya Reinsma sangatubwu pada gagasan-
gagasan dari periode sebelumnya, terutama gagagasan Van
Vollenhoven dan Burger. Pada tahun 1960 hingga ,1864 suatu peneltian
mulai dengan penelitian mengenai tahun-tahun pe@nulSistem Tanam

Paksa, dan pada awal tahun 1970-an. Fasseur metaernksa akibat-akibat
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perekonomian Sistem itu, baik di pulau Jawa maug@umegeri Belanda
(Fasseur 1975). Pada waktu itu penulisan tanamhnsssigat dipengaruhi
oleh penulis-penulis tentang tahap kedua, tetapncmlubahan-bahan baru
untuk dipertanyakan, maka sedikit demi sedikit fiean mulai
menyimpang, makin lama makin jauh dari gagasansgaghermula (Fasseur
2). Pada pertengahan dasawarsa 1970-an, studi n@rggarah Indonesia
abad ke-19 menjadi semakin populer, terutama demedfelanda, di mana
sekelompok sarjana-sarjana berusia muda mulai tagtje kembali zaman
kolonial mereka dahulu. Juga di Australia studideg Indonesia dan sejarah
ekonomi telah digabungkan dengan cara yang samgatanfaat. Studi-studi
ini telah berhasil mendapatkan bukti historis paotgkat setempat dan
berhasil mendekati kegiatan yang sesungguhnya Siatem itu daripada
sebelumnya. Hal ini mengakibatkan maju selangkah pada jajran yang
telah dianjurkan pada dasawarsa 1950-an dan 1960eaitupun pada arah
yang sebelumnya tidak dipertimbangkan (Van Niel6)9&fek keseluruhan
dari tahap ketiga penulisan sejarah ini adalah @imya perbaikan kembali
yang mantap dari kedua tahapan pertama penulisagenai Sistem Tanam
Paksa.

Ketiga warisan ekonomi dari Sistem Tanam Paksa tas, ayaitu
pembentukan modal, tenaga buruh yang murah daroskgoedesaan, telah
dipertimbangkan  secara  berbeda-beda—atau sama i sekialak
dipertimbangkan—dalam tulisan-tulisan sebelumnyatatey Sistem Tanam
Paksa, warisan-warisan lainnya, yang hanya akagsig sambil lalu, pada
waktu-waktu yang lampau dianggap lebih pantas untekdapat perhatian,
daripada perhatian yang hendak diberikan sekari@agentara pengetahuan
kita mengenai peristiwa-peristiva abad ke-19 beptm seiring dengan itu
semakin sulit untuk menyamaratakan secara luas enangseluruh pulau
Jawa atau bahkan di bagian-bagian dari Jawa di i8&tam Tanam Paksa
beroperasi. Sejak mula pertama Sistem Tanam Paksagatdakan
penyesuaian-penyesuaian setempat agar tercapantuyjang diinginkan

mengenai produk-produk untuk ekspor yang dapaabeysi pasaran dunia.
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Sebenarnya kata “Sistem” itu menyesatkan, karernafzan itu menyiratkan
tingkat koordinasi yang lebih tinggi daripada yangmang ada. Tahap-tahap
penulisan sejarah mengungkapkan spektrum gagasarmgems Sistem
tersebut mulai dari pengutukan tajam sampai ke rkana selektif, ke
perspektif sosial yang lebih luas, ke kearifan nesag perubahan-perubahan
sosial yang positif, dan akhirnya sampai ke persegpgang perkembangan
ekonomi di dalam masyarakat Jawa. Tidak ada oraagg ybersedia
mengatakan bahwa sistem tersebut berjalan tanpgakibatkan kesukaran
dan perlakuan yang menyakitkan terhadap kaum tama Jtetapi pandangan
sejarah makin lama makin mencoba memperlihatkagkeaperubahan sosial-
ekonomi yang luas, yang merupakan latar belakang ki#@daan-keadaan

yang berlaku.

Pembentukan Modal: Sisi Lain Sistem Tanam Pales

Sebelum Sistem Tanam Paksa diperkenalkan pada tE880,
oleh orang-orang Eropa telah diadakan usaha untekinggalkan sistem
penyerahan hasil bumi secara paksa dan pengeloagkos paksa yang telah
merupakan ciri khas dari operasi VOC. Para prodps¢ensial dari komuditi-
komuditi pertanian yang dapat di ekspor, pada tahbhon 1830 adalah
sebagai berikut.

1. Para penduduk desa bangsa Jawa yang menguasaitaaabhyang
dibebani pajak sewa tanah.

2. Para pengusaha perkebunan swasta, terutama omamgy-&ropa yang
memakai tanah yang “tak berharga atau berlebihigaie membayar sewa
kepada pemerintah.

3. Para pengusaha perkebunan swasta, terutama om@mg-&ropa yang
mengadakan kontrak dengan Pangeran-pangeran Jdula pgmakaian
hak tunjangan mereka di daerah-daerah Kesultanan.

4. Para pemilik tanah partikelir, terutama orang-or&ngpa yang memiliki
hak-hak tuan tanah atas tanah-tanah mereka beakyat di atas tanah-

tanah itu.
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Masing-masing produsen tersebut di atas mengalasuklaran besar
dalam menarik modal untuk memperluas dan meningkat@perasinya.
Sementara modal dari Eropa, satu-satunya jenis Ingadg tersedia waktu itu
telah mepunyai berbagai macam pengalaman dengasabean-perusahaan
perkebunan kolonial dan tidak tertarik untuk memamaodal di pulau Jawa
karena risikonya besar.

Di antara keempat bentuk pengaturan produksi @nya yang kedua,
yaitu para pengusaha perkebunan swasta, yang neagertanah yang
disewa dari pemerintah dan yang membuat peratweatypan perburuhan
secara perorangan dengan penduduk setempat, &allyat mempunyai
potensi untuk menarik serta mendapatrkan modala Degawa sama sekali
diluar jangkauan keterlibatan ekonomi dan tidak nmgmkan melihat pada
bidang budi daya, untuk ekspor. Dibiarkan untulbbat sekehendaknya, desa
memusatkan perhatianya pada mata pencahariannykrisenenghasilkan
beras, kantum, nila, dan produk- produk yang laituk kehidupan sehari
hari, lagi pula, karena prosedur resmi yang bigakai di Barat mempunyai
pengaruh kecil pada masalah pedesaan, maka tidgbkealihdungan bagi para
penanam modal, pengalaman antara tahun 1815 darD 18&h
memperlihatkan, bahwa di mana hasil budi daya urdigkspor-seperti
perkebunan kopi diserakkan pada pengawasan desangman-penanaman
itu diabaikan atau dibiarkan saja produk-produkukineékspor, seperti yang
diperoleh selama masa ini, berasal dari para pahguperkebunan swasta
yang menyewa tanah dari tanah bengkok, atau deradadaerah di mana
pelaksanaan serah paksa tetap berlaku (Van Nie®l)19Pengusaha-
pengusaha perkebunan swasta di atas tanah-tanaf)y gmewa dari
pemerintah tidak dapat bayak menarik modal, oleferiaa mereka tidak
mempunyai hak milik atas tanah itu. Apa yang damn yang memang
mereka lakukan adalah bekerja pada kantor-kantgpoeknmpor (terutama
Belanda dan Inggris) di Jawa, dengan memperolef dan kantor-kantor itu
sebagai ganti dari panen untuk ekspor yang telatekaehasilkan. Hal ini

bukan saja merupakan kehidupan yang berbahayaikarejaga hampir tidak
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menghasilkan modal yang cukup untuk operasi- opgaag) sedang berjalan,
bahkan tidak memberikan apa apa untuk perluasanpdamgkatan para
pengusaha perkebunan swasta di daerah-daerahakesu(Daerah Istimewa)
pada permulaan abad ini kelihatanya mempunyai potgang paling besar
untuk pertumbuhan dan perluasan. Karena alasaaralagang tidak
sepenuhnya jelas, hal ini tidak terjadi. Barangkaliluasannya dibatasi oleh
pengaturan-pengaturan tunjangan dan olah cara iyemgka bebankan atas
tanah dan buruh melalui kewajiban-kewajiban tradigl. Atau mungkin
karena mereka telah menjalankan gaya hidup oreemgodawa di sekeliling
mereka dan telah puas dengan tingkat kegiatan yeahgh dicapi.
Bagaimanapun juga, secara kasar mereka pada ufamaimgkat keuntungan
yang telah dicapai menjelang tahun 1830. Akhirngara pemilik tanah
(perkebunan) swasta rupanya tidak begitu bermiediatap pengusahaan
ekspor atau pada perluasan operasi ekonomi mefekah-tanah semacam
itu makin lama makin merupakan soal gengsi darapsmhl ekonomi, nilai
ekonominya yang paling besar adalah sebagai tanlgh Banyak diantara
para pemiliknya telah mengikat bagian terbesar plmghasilan mereka pada
lahan mereka dan tidak mau melibatkan diri denggpektingan-kepentingan
dari luar. Sebagian kecil dari tanah-tanah inigsefyang ada di Karawang,
memang memperoleh modal dari luar dan kemudian asetlan tumbubh.
Tetapi hal ini merupakan suatu pengecualian, bagidresar dari tanah-tanah
swasta ini makin lama menjadi makin tidak cocok gdenkeadaan zaman
waktu itu, sementara abad berlalu perlahan-lahan.

Sistem Tanam Paksa mempunyai tujuan utama untulangeang
produksi dan ekspor dari komoditi-komoditi pertanigang dapat dijual di
pasaran dunia. Pemerintah menyadari sejak sembigabsetiap pengolahan
yang diperlukan oleh produk-produk ini, mungkin udsardikembangkan
dengan pemasukan-pemasukan modal yang diusahaldin pgimerintah
sendiri untuk melengkapinya. Pemerintah meminjamkamg kepada orang-
orang yang mengadakan perjanjian untuk mendirikabrik/penggilingan

untuk pengolahan produk-produk pertanian yang ¢&ed oleh para
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penduduk desa. Peraturan-peraturan kontrak semigasicoba laksanakan
untuk berbagi hasil panen, tetapi hanya di bidasmghuatan gula peraturan-
peraturan itu menjadi faktor yang banyak artinylmausaha menghasilkan
pertambahan modal. Pada produksi kopi dan nila,hdséd panen lain untuk
ekspor yang dapat memberi keuntungan, para kootrakdu tidak digunakan
sama sekali atau menjadi berlebihan karena tingkatluksi yang kecil.
Tetapi dalam pengolahan gula, sistem yang dispoméein pemerintah itu
rupanya tepat sekali. Para kontraktor pemerintdamsaja menerima modal
yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas-fasiiyas tetapi juga mendapat
bantuan pemerintah untuk memperoleh batang tebuammdmaw cang dan
tenaga kerja yang diperlukan. Kontraktor berkeveaajibmenjual gula yang
telah diolah itu kepada pemerintah untuk membayanbali pinjamannya,
tetapi kelebihan jumlah gula yang diperlukan unpgmbayaran kembali
pinjaman itu tadi, boleh dijual tersendiri oleh k@aktor demi keuntungannya
sendiri. Di sini terdapat peluang untuk menghasilkeang, dalam jangka
waktu beberapa tahun, nilai penjualan-kembali ladakontrak gula ini
meningkat pesat.

Lahan-lahan pedesaan yang menyediakan bahan-bakamituk
para kontraktor, terletak di daerah-daerah umungysama dengan tanah-
tanah “tak berharga atau berlebih” dahulu yang kdipaleh pengusaha-
pengusaha perkebunan swasta yang telah menyewla dama pemerintah
sebelum tahun 1830. Hal ini dapat dimengerti sekeai@ra bergantunag pada
tenaga buruh yang besar jumlahnya— kedua-duanyailiméanah di sekitar
pemukiman penduduk. Tanah-tanah yang ditanami urekgusahaan
pemerintah itu letaknya dekat sekali dengan tamaabhkit para pengusaha
perkebunan swasta. Selama bertahun-tahun, baikpataktor maupun para
pengusaha perkebunan swasta berhasil baik, darakkdunya berkembang
dengan tingkat yang kira-kira sama, dengan paragysaha swasta
mempertahankan rasio yang konstan sebesar kiras&parempat luas tanah
yang ditanami oleh pemerintah. Sementara para d&kotr bertambah kaya,

mereka ataumemperluas operasi mereka sebagai pengusaha peskebu
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swasta ataumembantu anggota keluarga mereka dalam membukaldaer
daerah penanaman baru bagi hasil perkebunan lamtuPan-peraturan
pemerintah secara berkala membatasi perluasan pitetk swasta dalam
bidang penanaman komoditi yang menguntungkan sepgat kopi dan nila,
sedangkan penanaman-penanaman yang kurang unturggpexti teh,
tembakau, dan nopatochinea) diserahkan kepada pengusaha
perkebunan swasta. Peranan para pengusaha perkelswesta dalam
perkembangan modal telah diuraikan secara panjabgr loleh Reinsma
(1955), dengan penjelasan dan perbaikan lebih tlasigh Fasseur (1975).
Pukulan politik serta modal yang diperlukan bagrlyssan pertanian ini
menjamin, bahwa para kontraktor pemerintah, perguparkebunan swasta,
kantor impor-ekspor dan pegawai negeri sipil barsianda di pulau Jawa,
menjadi erat hubungannya karena ikatan keluargéanfae masa Sistem
Tanam Paksa modal dasar sektor ekspor agro-ekojaoinberlipat ganda,
sebagian besar karena hubungan erat antar-kelbarggsa Eropa di pulau
Jawa (Van Niel 1964). Sebagian besar dari kekesalan terhadap sistamy, y
diungkapkan oleh orang-orang Belanda di Eropa sg¢spertengahan abad
ke-19, ditujukan pada pemberian jabatan kepadaasatshudara dan sanak
keluarga Kepotismg serta pada pengaruh pribadi yang diadakan dalam
memberi kontrak dan hak-hak atas tanah. Orang-odamgar Jawa melihat
sifat sistem yang menguntungkan itu dan ingin tdalam kegiatan tersebut.
Tetapi perkembangan yang telah terjadi, berasal mlmbangunan modal
yang dirangsang oleh kekuatan-kekuatan dari luaupiawa.

Sistem Tanam Paksa—melalui suntikan modal dari petakR dan
melaui meluasnya penanaman produk-produk untuk rgasdunia—telah
mendorong pembentukan modal swasta, yang dalamaluminlah besar
ditanam dalam perluasan lebih lanjut dari sektomdéditi pertanian untuk
ekspor. Sukses dari proses ini menimbulkan berbagasalah. Satu
diantaranya telah diketahui, yaitu rasa jengkebakpemberian hak istimewa
kepada sekelompok orang dalam. Juga di antargppéaai Jawa pun terdapat

perasaan yang meningkat bahwa mereka dapat berkgmbahkan lebih



pesat dan dapat bekerja lebih efisien lagi, jikagentah tidak ikut lagi dalam
Sistem Tanam Paksa. Kebijaksanaan tradisional dik&dua tahap pertama
penulisan sejarah menganggap Sistem Tanam Paksgasdiertentangan
dengan semua perusahaan partikulir dan sebagai hgleng dari
pembentukan modal. Telah lama menjadi buah piki@mwva modal swasta
yang mengalir secara mendadak dari luar ke Pulaa pada dasawarsa 1850-
an dan 1860-an memaksa kehancuran Sistem ters¢dduni tidaklah benar
pada bagiannya yang manapun, sebagimana ditegasiedn Reinsma.
Sebagian besar perluasan dilaksanakan di Pulay dianwehingga dasawarsa
1880-an jumlah modal dari luar pulau Jawa relaifp kecil. Persekutuan
yang akrab antara para kontraktor pemerintah, maiguperkebunan swasta,
kantor-kantor impor-ekspor dan pegawai negeri Sipiierupakan inti
persoalan. Hal ini merupakan subyek yang membutuhianyak sekali
penelitian sejarah, untunglah banyak bukti yangediukan itu tersedia. Kita
perlu yakin bahwa pengumpulan modal di antara pargusaha perkebunan

dan pedagang Cina juga terjadi pada waktu yang.sama

E. Tenaga Buruh Murah dalam Sistem Tanam Paksa

Dalam budi daya tanam yang berorientasi ekspor,ankaberadaan
buruh yang dapat dibayar murah dan efektif pemlizenygra merupakan
kebutuhan utama. Pengawasan terhadap tenaga bwdd gbad ke-19
merupakan suatu hal yang penting ketimbang persmweerhadap tanah.
Sistem Tanam Paksa mempekerjakan tenaga buruhrdemg@erapkan pola
tradisional Jawa yang dapat mengkondisikan tetasteksinya keberadaan
buruh terutama buruh Jawa. Hal demikian dimaksudkgar petani Jawa
tersebut menyerahkan sebagian hasil perkebunanegad& pejabat yang
lebih tinggi dan selama beberapa waktu setiap tamemgerjakan tugas-tugas
yang ditentukan oleh atasannya (Naessen, 1977ukUsgkerjaan ini para
buruh tidak dibayar, karena pekerjaan tersebutndi@ag sebagai suatu pola
tata hubungan sosial yang hierarkis. Sebelum gikara Sistem Tanam Paksa



pada awal abad ke-19, pajak atas sewa tanah ykegallisebagai sewa tanah,
telah berlangsung dalam masyarakat sebagai pemggenyerahan hasil
perkebunan. Untuk memungut pajak, maka Desa meanpakiit yang
ditunjuk untuk mengorganisasikannya, di sampinggabunit penyedia serta
penyalur pelayanan kerja paksa yang tanpa pembaydParubahan-
perubahan demikian ditinjau dari sudut pandangakoskonomi maupun
politis, menimbulkan kesenjangan dan perpecahaandahasyarakat Jawa,
karena hal-hal demikian telah ditangani secaraduerbeda pada waktu-
waktu sebelumnya.

Sebagaimana VOC sebelumnya, pemerintah kolonialHuotdia
Belanda menganggap dirinya sebagai pengganti agaJawa dan menuntut
hak istimewa sebagaimana yang diberikan kepadapmedat bangsa Jawa
yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam hak-hak ieintasuk hak atas
pelayanan para buruh, seperti yang sebelumnyaditaujgtuk membangun
sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan-jaémteng, saluran
irigasi, dan sarana-sarana umum dimana pemeringhbayarnya dengan
upah yang sangat murah. Kerja paksa yang ditujukdink para kepala desa
dan juga atasan-atasan dari bangsa Jawa juga rkahih@stis, kendatipun
pemerintah berwenang mengawasi apakah terjadi [@dmamaan wewenang
di luar yang ditentukan oleh pemerintah. Memangesamya keberadaan
kepala desa sangat penting dalam rangka menyaluétega buruh yang
tersedia untuk memungut pajak, sehingga dengankaampemerintah tidak
dapat berbuat banyak tanpa mereka, sehingga tidglatdserta merta
membatasi tugas-tugas mereka. Dengan demikiantiaalsional harus tetap
dipertahanyan untuk mendapatkan dukungan dari pepala desa dalam
melakukan perpanjangan tangan pemerintah kolortaka petani Jawa
bekerja di bawah pemerintah kepala desa, denganganggap bahwa
pekerjaan itu sebagai persembahan tradisionalryadeepejabat-pejabat yang
lebih tinggi. Bahkan pengusaha-pengusaha perkebuhaasta yang
mendapatkan tenaga buruh yang diberi upah, harngen#alikan nilai kerja

rodi buruh tersebut. Ada pula yang mendapatkamtbalengan membayar



pajak sebuah desa , dan dengan demikian mendaphtfaisebagai Tuan
Besar untuk pelayanan buruh.

Dengan demikian kerja wajib adalah isi pokok daudi daya
tanaman yang berorientasi ekspor, maka dengan demikistem Tanam
Paksa menambah beberapa masalah baru pada petakskerga paksa.
Sebagaimana tertera dalam Peraturan Dasar PerherifiR@geerings
Reglementjahun 1830, terutama Pasal 80, pelaksanaan kajia @i hutan-
hutan di Pulau Jawa yang sebelumnya dikenakan pé&herintah, baik
mengenai upah maupun pengurangan sewa tanah, utkiamj atas
pertimbangan pemerintah untuk digunakan di aresdiagelain hutan. Sistem
Tanam Paksa merencanakan menggunakan seperlintarddripedesaan bagi
budi daya tanaman untuk ekspor. Nilai hasil yamghbuh di atas tanah ini
dianggap cukup untuk membayar pajak, di mana setrgla telah ditetapkan
sebesar dua perlima dari hasil panen utama. Destgategi itu, diharapkan
bahwa di bawah sistem baru ini desa akan lebih omoggkan. Dalam
pelaksanaannya, segala sesuatunya tidak berlangsbagaimana yang telah
ditentukan, melainkan bahwa pemerintah memisahkaatus jumlah
sewajarnya dari pekerjaan petani, yakni seperlimgian dari setahun atau
sekitar 66 hari untuk melayani kepentingan pemahintdan pemerintah
menetapkan hall tersebut sebagai pelayanan tangsa:ppelajanan tanam
paksa ini sungguh-sungguh merupakan pengganti smwedn (pajak), yang
sebelumnya telah merupakan pengganti penyerahanb wagsi—hasil
perkebunan. Pelayanan tanam paksa ini bukan menpakpengganti
pekerjaan rodi yang dikenakan oleh pemerintah, imea merupakan
tambahanya.Karena petani atau tentu saja desaibggad untuk panen yang
dihasilkkan oleh pelayanan tanam paksa betapa pdak tmemadai
pembayaran itu-pelayanan tanam paksa selalu dipngtgh pemerintah
sebagai sama sekali terpisah dari pelayanan keda Jdugat terpisah dari
pelayanan perorangan yang diberikan kepada kepakadhn kalangan atasan
di atas tingkat desa (Van Niel 1976). Bagaimanajuga pekerjaan yang

dilakukan pada hasil panen pemerintah, dipaksa méaemerintah dengan cara



yang sama dengan pelayanan-pelayanan wajib laBda@.petani Jawa, tidak
ada perbedaan jenis kerja paksa, yang ada harsddih peningkatan jumlah
kerja paksa yang menyolok .

Berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dipetgamauntuk
pelaksanaan Sistem Tanam Paksa dari para petaaisidivuntuk dijelaskan
sejara riil, karena tidak terdapat ketetapan daatpean yang berlaku, bahkan
untuk mengetahui jumlah riil dari suatu desa sekali Sebelum tahun 1830,
pola tradisi pembagian kerja sudah berlangsung Yk berkaitan dengan
pembagian kerja rodi oleh pemerintah kolonial, naupola kerja yang
besifat tradisional. Di antara mereka ada yang mgaigpn tanah sebagai
kewajiban kepada pemerintah, sementara yang laimgyayerjakan tanahnya
sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setettun 1830, baru
kemudian ada orang-orang yang bekerja secara tdiaperkebunan-
perkebunan milik pemerintah atau pekerjaan-pekernyamng berada di sekitar
tempat tinggalnya. Selalu ada orang-orang yangrf@ekebagai buruh harian,
atau bahkan sebagai penyewa untuk para penduduk ldesmya. Dalam
kontrak kerja yang agak sudah tetap demikian, nsatam upah sudah mulai
diterapkan secara teratur. Namun pemberian upadk tidegiru tinggi,
melainkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuharnphigit Di samping itu
seseorang atau keluarga masih terikat oleh polarfgan tradisional yang
harus memenuhi segala kewajiban-kewajibannya, meskmereka sudah
terikat oleh buruh kontrak. Petani Jawa belum &sdidengan sistem upah,
sehingga kegiatan kerja yang mendapat imbalan ap@hah sistem kerja
yang dimaksudkan untuk memenuhi keinginan hidupgydebih baik.
Fenomena ini diakibatkan penduduk sudah terbiasagaste pola hidup
subsistensi yang dimaksudkan hanya untuk memenrelhutithan hidupnya
sendiri. Di luar itu mereka tetap memandang bahekeflja tetap terbatas
pada pelayanan wajib kepada penguasa, yang lebggitiyang harus
dipenuhinya.

Dalam perkembangannya, meningkatnya kebutuhan detaguh,

juga diiringi dengan meningkatnya praktek-praktelempksaan yang
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dilakukan oleh para pejabat yang terikat pada p@lay pemerintah. Seiring
dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga tekaias tanah-tanah di
daerah penanaman pemerintah, maka uang ekstrapaddrimakin lama makin
penting artinya bagi ketahanan hidup petani yabgleniskin. Para penulis
tahap pertama banyak memanfaatkan kenyataan, bglanea penguasa
perkebunan dan kontraktor sejak dasawarsa tahuhrdi84e atas mengatakan
bahwa buruh upah bekerja lebih baik dan efisienmitetng buruh-buruh
paksa. Hal ini dapat diterima mengingat tanggungaimya sebagai buruh
harus tetap dijaga agar tetap dipercaya sebagaihbyang di bayar.
Sementara bagi mereka buruh yang tidak dibayar,antmlak ada ikatan
formal, sehingga tidak mengutakan pelayanan kegagybaik. Namun
demikian, pada tahun 1850-an, usaha-usaha untulasukan buruh tani ke
dalam daerah yang biasanya dikerjakan oleh burdh harus ditinggalkan,
karena tidak ada kaum buruh yang bersedia bekengash tingkat upah yang
dijanjikan oleh pemerintah. Sebagian besar petawad tidak belajar
menghargai pekerjaan sebagai alat untuk mencapantumelainkan tetap
memandang pekerjaan mereka sebagai beban yangdigitugd dan menjadi
derita kesehariannya. Penambahan jumlah kerja paksag sangat
memberatkan di seluruh daerah penduduk yang lab#) mungkin membuka
mata para petani, mengenai teknik dan cara-cararjaetti suatu perkebunan.
Namun demikian kondisi tersebut tetap tidak atarakg mendorong minat
perorangan untuk berkecimpung dalam tanaman ek&poena pandangan
petani Jawa terhadap pekerjaan tetap tidak berubabh.

Pada tahun 1860-an dan 1870-an, para pengusahgbpedn swasta
mulai mengadakan perjanjian perburuhan dan pesjanfanah dengan
perorangan dan desa-desa, sangat nyata bahwa Sisteam Paksa tidak
berkontribusi banyak untuk mempersiapkan cara pagibentukan pasaran
buruh yang bebas dan sukarela. Namun sebalikngen$iTanam Paksa telah
menyebabkan penilaian yang negatif bagi pekerjaarena memberikan
kompensasi atau ganti rugi serendah mungkin. Dengamneruskan

penggunaan pola-pola kekuasaan tradisional. Sistamam Paksa juga



menciptakan kebutuhan akan penghasilan tambahdaedah-daerah di mana
penanaman ekspor dapat berkembang. Bagi para @regyserkebunan

swasta, kondisi tersebut dapat menimbulkan keuatungaupun kerugian.
Keuntungan terletak pada kenyataan akan rendahngkat upah yang

sedang berlaku, dan dengan demikian mereka dapatlersaing di pasaran
dunia. Sementara itu kerugiannya, yang sementargbih besar ketimbang
keuntungannya, muncul karena adanya masalah-masidém rangka

menarik dan menahan tenaga kerja.

Para pencari tenaga kerja yang diberikan padatasotradisional,
yakni para kepala desa dan tokoh-tokoh pengusaimayég mereka memberi
uang muka terlebih dahulu untuk menarik tenagaakempmun demikian
masalah yang muncul adalah buruh seringkali tidakuk kerja sebagaimana
tercantum dalam kontrak kerja. Dengan demikianbdgai tekanan terhadap
buruh yang dianggap lalai mereka gunakan. Sememangadilan resmi
berlangsung lambat dan tidak memadai, lebih efekBmanpaatkan orang-
orang kuat untuk memaksa para pekerja. Bahkan nigakizdang para
pengusaha perkebunan dapat membujuk para pejabanisilasi untuk
membantu dan memaksa.

Menjelang tahun 1880-an, tekanan pertumbuhan pekdotenjadi
jelas dalam berkurangnya lahan garapan yang tersedtin semakin
terbatasnya kemampuan desa untuk menyiapkan kelnutobkok mereka,
sehingga banyak orang yang harus mencari tambadaghglupan di luar
desa mereka. Pada saat yang sama berjangkitlah tedomadan kopi yang
mengakibatkan penurunan drastis hasil tanaman ekBaalahal penduduk
sudah mulai menggantungkan hidupnya di perkebuegkepunan tersebut,
sehingga dengan berkurangnya produksi kopi dan, gukka upah yang
diterimakan oleh penduduk juga semakin berkurara.itd masih ditambah
dengan munculnya gula bit dari Eropa yang berp&l@am menurunkan
harga gula di pasaran dunia internasional menuDampaknya para
pengusaha perkebunan menurunkan tingkat upah bag puruh, dan

mengurangi pula jumlah uang untuk penyewaan taRaktor-faktor yang
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kompleks tersebut mengakibatkan penruunan jumlaly yang tersedia bagi
masyarakat Jawa, yang harus berdampak pada harkesgdiaan yang lebih
besar dari masyarakat, untuk menerima upah burnbateharga dan syarat-
syarat yang sebelumnya tidak dapat mereka terinsar{fE1982). Penelitian-
penelitian yang muncul selama ini khususnya tentdmgejahteraan
masyarakat pedesaan Jawa cenderung mendukung mdgasaa, di Jawa
selama penerapan Sistem Tanam Paksa terdapabbebybk kekayaan materi
ketimbang dengan tahun-tahun sesudah pembubarannya.

Dalam konsepsi yang lebih khusus, ketetapan hukuemgenai
permintaan wajib tanam dari kaum tani tertuang rdaRasal 80 Peraturan
Dasar PemerintafRegeerings Reglement: REB30 yang dirancang oleh Van
Den Bosch dan raja. Berdasarkan pasal tersebutatkegtebang pohon
(blandong) yang selama itu dilakukan sebagai kerja wajib denga
memperoleh imbalan sekarang digunakan sebagailcdetga paksa yang di
perluas di bidang penanaman lain. Peraturan-pearatdgiasar pemerintah
terdahulu memasukkan kegiatan tebang pohon, pengampgarang burung
di lereng terjal, pencetakan garam, penanamankagngan, dan perkebunan
rempah-rempah ke dalam peraturan husus karena ipgghemenganggap
kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai nilai pentifRgraturan Dasar
Pemerintah 1830 (Pasal 80) menyebut bahwa kegitédang pohon
dijalankan atas tanggungan pemerintah dengan membapah atau
mengurangi sebagian sewa tanah. Selanjutnya disebubahwa aturan
semacam itu dapat diberlakukan untuk pelayananakémjnnya bagi
pemerintah dan untuk penanaman khusus yang diarmegeaing.

Berhubungan dengan lamanya pelayanan tanam yaimtgndjholeh
Van den Bosch adalah 66 hari per tahun untuk seirapg. Tidak jelas
bagaimana Bosch mendapatkan angka tersebut. Swottyoretasi historis
bahwa Bosch menganggap setiap desa harus menageniiraa dari tanah
desa dengan tanaman ekspor yang ditentukan oleherpegam, maka
logikanya untuk tenaga kerja juga seperlima damaga kerja yang harus

disediakan untuk kepentingan pemerintah.
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Permasalahan yang seringkali muncul dalam budi thyam tersebut
adalah bila pelayanan tanam tersebut dihubung&agaih kerja rodicorvee;
herendiensten)yang sudah ada sejak dulu. Hubungan yang tudals jela
tersebut dibiarkan berlarut-larut dalam peraturarafuran pemerintah dalam
waktu yang relatif cukup lama, sehingga masalakebart menjadi suatu
sumber kesimpangsiuran. Baru dengan RR 1854 disakulupaya
pembenahan untuk menjernihkan persoalan tersebmum karena hanya
dijelaskan sepotong-sepotong, sehingga membuahdwaa terus berlanjut
hingga awal abad ke-20. Van den Bosch tampaknyahsudembedakan
secara jelas antareorvee (kerja rodi) dengan pelayanan kerja lain, dan
pembedaan itu didasarkan pada kenyataan sederpakahakerja tersebut
mendapat imbalan atau tidaKorvee tidak mendapat imbalan, meskipun
beberapa orang yang bekerja dalam dinas pemermtamnangkin menerima
jatah garam dan beras. Sementara kerja lainnyartsgelayanan tanam,
blandong dan sebagainya mendapat imbalan berupa uangpatggurangan
sewa tanah. Jika masalahnya dilihat secara inianelas pelayanan tanam
berbeda dengacorvee. Bila dipandang seperti itu, maka akan menjadsjela
pula mengapa beban kerja yang ditanggung oleh pekddawa meningkat
secara tajam sesudah tahun 1830.

Pengerahan tenaga kerja berdasarkarvee tradisional Jawa pada
umumnya didasarkan pada hak-hak kepemilikan tanédrja menurut
pengaturan semacam itu, dihitung berdasarkan ssiatam yang dikenal
dengan cacah rumah tangga, kepala rumah tangganyamgpunyai hak-hak
atas tanah juga diwajibkan melaksanalkamvee (tidak menjadi masalah,
apakah pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri a@oyaoruh seorang anggota
keluarga untuk melaksanakannya). Sisteseah masih berlaku pada 1830,
dan lambat laun sistewacah dihapus oleh Van den Bosch karena setelah
tahun 1838 tidak ada lagi rujukan dengan sistesebert. Alasannya cukup
jelas, di mana untuk pengadaann tenaga kerja sekdianyaknya maka
perlu diterapkan pelayan kerja berdasarkan perargnukan atas dasar

rumah tangga. Dampaknya, banyak orang yang terliladdm pelayanan
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tanam tidak lagi mempunyai hak atas tanah. Banyesa dmerasa perlu
melakukan penyesuaian dengan menyerahkan hak psaeggsebidang tanah
kepada beberapa orang sehingga tenaga mereka diggdsertakan dalam

pengaturan kerja yang dibutuhkan oleh Sistem TdpPaksa.

. Perubahan Ekonomi Pedesaan

Pelaksanaan Siatem Tanam Paksa dalam prakteknygikugrpola
tradisional yang berlaku dalam masyarakat Jawanggh dapat mengerakkan
para petani di daerah-daerah terentu agar mau jaet@iam menghasilkan
tanaman untuk ekspor. Harapan pemerintah adalagademenggunakan
otoritas kepala desa, maka dapat menggerakan pakdudtuk mau
menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan tpaftsa, dan juga mau
bekerja untuk tanaman ekspor. Sikap ini juga dimdkan untuk
mengkondisikan agar masyarakat Jawa tetap stat@muN dalam
kenyataannya hal tersebut tidak terjadi karena diimgkonomi sistem
tersebut justru telah menggerakan perubahan-pemabdan mempercepat
kecenderunan-kecenderungan yang sudah ada. Paldradisional kalangan
atas di tingkat desa sudah kocar-kacir pada peenudad ke-19 sehingga
Sistem Tanam Paksa hanya dapat menggunakan palatpaliengan cara-
cara yang tidak rasional dan alamiah. Tokoh-tokemgpasa mengalami
tekanan-tekanan yang semakin berat karena tuntutdntan sistem tersebut
terhadap mereka. Di daerah-daerah tempat untuk nperen ekspor
pemerintah dilaksanakan, orang-orang Jawa di ttgkat desa dipaksa
menyesuaikan diri dengan keadaan baru dari sisdeant paksa, yang lama
kelamaan menurunkan popularitas mereka di matagegb®esar penduduk
(Sutherland, 1979, dan Van Niel, 1981). Antara tatmgang satu dengan
tempat yang lain berbeda-beda proses perubahaselimgga orang tidak
dengan sungguh-sunguh mengatakan bahwa kelompokigek ini telah
kehilanan kekuasaan sampai awal abad ke-20. Naragairhanapun juga,
terdapat perubahan-perubahan, baik dalam tubuhrpgaiean di atas tingkat

desa maupun dalam hubungannya dengan desa-des&anBabrdapat
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beebrapa tulisan yang mengatakan bahwa Sistem taRaksa telah
menghancurkan desa-desa di Jawa.

Sistem Tanam Paksa dianggap telah memaksa mendwdsahak
pemilikan tanah dari milik perseorangan menjadiiknibersama, yang
tentunya telah merusak hak-hak perseorangan ataf tgang sebelumnya
telah ada. Hak-hak pemilikan tanah merupakan kepgart subjektif bagi
kelompok-kelompok pengusaha swasta yang hendak gaatigsistem
tersebut dengan bentuk eksploitasi mereka serféimyelidikan mengenai
hak-hak tanah yang dimulai pada dasawarsa 196Graaksudkan untuk
memberikan data-data baku yang digunakan untuk ohkemdy argumentasi
seputar kepemilikan tanah secara lebih tajam dengamgusut evolusi hak-
hak tanah asli dan mengungkapkan betapa kebijaiijpkan pemerintah
suatu kecenderungan evolusioner terhadap hak gamikybir. Para penulis
tahun 1920-an dan 1930-an menggunakan bukti tarseltuk menerangkan
proses disintegrasi ekonomi dan sosial desa mesgadacam egaliterianisme
yang diperlemah, di bawah dampak imperialisme Eremnentara Furnival
dan Burger merupakan penulis yang fanatik mendukkegenderungan
tersebut, pembentangan paling jernih dari argumemalam bahasa Ingris
didapati pada penelitian Clifford Geertz mengenaolusi pertanian (Geertz,
1963). Dengan memintakan perhatian terhadap bukti-mlan kesimpulan-
kesimpulan yang dikemukakan oleh para peneliti aeot, dalam
menjelaskan perkembangan-perkembangan semenjakehjaékanya Sistem
Tanam Paksa, mereka mendapati bahwa telah temeodenisasi sosial di
desa-desa Jawa yang mengakibatkan “kemiskinanrbatsa

Jauh sebelum Sistem Tanam Paksa dilaksanakan,tkaudawa telah
menyesuaikan diri secara pleksibel pada kebutuklhikhan setempat,
tempat di mana mereka berada. Sifat-sifat sepenseolia bekerja keras,
kemampuan perorangan, dan penyesuaian lentur kemadaahan, banyak
serupa dengan apa yang telah dikemukakan olenSeelmardjan pada tahun-
tahun 1960-an (Selo Soemardjan, 1968). Para penguBaatas tingkat desa

mengetahui semuanya itu, lalu mengolahnya secangitdengan para kepala



cacah mereka, yang oleh Hoadley, yang menelitiyaila Cirebon dan
Priangan, dipandang sebagai abdi-abdi para pengymsa lebih tinggi.
Penyesuaian demikian memungkinkan para kepala a&é #hkat desa
memenuhi kebutuhan pemerintah akan hasil-hasiapi@mn dan tenaga buruh,
sambil juga memenuhi kebutuhan mereka sendiri yaaigingkat akan tenaga
butuh, serta akan lahan penanaman yang lebih Riabawah pengarahan
mereka, pemakaian lahan yang tersedia dapat dddnr penyesuaian-
penyesuaian dapat diadakan. Hak-hak milik atauHaékpengawasan atas
lahan berada di tangan para kepala cacah dan gwiogige lokal lainnya.
Tekanan-tekanan baru yang dikenakan pada kaunmemiaksa diadakannya
perubahan atau perbaikan hak-hak kaum tani, tetis banyak pengaruhnya
atas hak-hak cacah atau hak-hak kepala pemerin@ihatas tingkat desa.
Namun di dalam desa, para penduduk inti tetap mangegengawasan atas
sebagian besar lahan, dan beberapa orang petanidkegang mandiri-terus
mengendalikan lahan-lahan tradisional mereka. Kakugang sebenarnya di
tingkat desa jelas berada di tangan kelompokensiefout.

Berdasarkan kenyataan sistem agraris ini, makar8i3tanam Paksa
diperkenalkan pada tahun 1830. Tujuannya adalalukumendapatkan
komoditi-komoditi yang akan dapat dijual di pasadamia, dan untuk tujuan
tersebut Sistem Tanam Paksa memakai lahan danatdmag dari orang-
orang desa di Jawa yang dibujuk atau dipaksa aedn kepala di atas tingkat
desa. Hal tersebut harus dilakukan dalam batas-fistem Sewa Tanah
(Van Niel, 1964). Menarik untuk dikaji adalah bahan den Bosch masih
berbicara tentangacah barangkali sisa pengalamannya sebelum itu di Jawa
pada tahun-tahun pertama abad ke-19, dan ia rupsaga bahwa ikatan-
ikatan vertikal dalam masyarakat Jawa. Seperti lsutlayatakan, Van den
Bosch merencanakan untuk mempergunakan hal-habtgrsnamun ternyata
caranya telah diputarbalikan sehingga keluar seleahun-tahun sistemnya
dijalankan. Hubungan dengan cacah berlanjut samaghir tahun 1830,
setelah mana konsep tersebut ditinggalkan untukgotamakan urusan

dengan rumah-rumah tangga agar lebih banyak dagayerap tenaga kerja.
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Banyaknya kebutuhan tenaga kerja menjadikan peaalymgnerapan suatu
sistem yang dapat mengikatnya.

Akhir-akhir ini penelitian sejarah mengetengahkanformasi
mengenai apa yang terjadi di desa-desa sesudam 1880, ketika pemerintah
mulai menyusun pola-pola produksi baru, informasisebut memberikan
interpretasi yang berbeda atas kejadian-kejadiaeola dengan apa yang
telah dikemukakan dalam tulisan-tulisan sebelummBrekti-bukti fisik dari
Cirebon, Pekalongan, Jepara, dan Pasuruan-semiahdimana penanaman
untuk pemerintah telah diperkenalkan, dan memmakdn bahwa
kepemimpinan desa telah berhasil menarik keuntundam kebutuhan-
kebutuhan pemerintah itu dan memperkuat kekuasamiaya melakukan
pendekatan pribadi di lingkungan struktur pedesgailson, 1979). Dengan
menggunakan hak-hak tanah mereka, baik secaraapger maupun kolektif
resmi, dan terutama dengan menyalahgunakan terajgapaksa yang berada
di bawah pengawasan mereka, memungkinkan bagi mergkk melakukan
penyesuaian-penyesuaian ke dalam. Dengan cara idamiknereka
mendapatkan keuntungan berlipat ganda, yakni memeRkabutuhan-
kebutuhan pemerintah di atru pihak, dan menjadilimmya makmur dari
hasil pembayaran yang masuk ke desa di lain pila&wenangan
pendistribusiannya sangat tergantung dari kehengaka pemimpin
tradisional. Selagi sistem tersebut berjalan tgrasa pegawai negeri bangsa
Belanda tidak henti-hentinya untuk mengatur dangaesmsi keuangan yang
masuk ke desa demi keikutsertaan desa dalam siBiesanya usaha-usaha
menghadapi siasat yang digunakan para pemimpin det& menguasai
sebagian besar dari keuntungan-keuntungan itu bddtasil.

Dalam prakteknya, tidak semua desa mengadakani rgakg sama,
tidak semua peraturan penanaman sama, dan ticakasperubahan itu
terjadi pada waktu yang bersamaan (Fernando, 19825. diamati secara
mendalam, maka penelitian-penelitian yang baru neeikdn penjelasan-
penjelasan yang lebih dapat dipahami, ketimbanfpatExp pandangan-

pandangan lama tentang pengaturan-pengaturan rtangga desa di Jawa
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sekarang. Dengan menggunakan istilah yang lebiérisada, maka desa-desa
di Jawa masa kini menunjukkan perbedaan sosial egaps serta riil antara
penduduk desa yang kaya dengan penduduk desa yakigp.nMereka pada
umumnya tidak memperlihatkan pemerataan tingkatialsosnaupun
homogenitas sosial, yang disangka telah disebablen penerapan Sistem
Tanam Paksa, berdasarkan tulusan-tulusan sejarsshl sebelumnya. Di
samping itu, desa-desa masa kini juga menunjukiatuskohesi yang kuat,
sesuatu yang biasanya tidak akan dilukiskan sebagatu pengaruh
disintegrasi yang terasa kemudian.

Apabila suatu pandangan mengenai perbedaan saaiakekuatan
ketahanan ekonomi desa kedua-duanya ada manfaataa dua masalah
yang berhubungan dengan hal tersebut harus difemigkan. Masalah-
masalah tersebut merupakan masalah hak-hak kekamilanah di dalam
suatu desa dan berkesinambungan dengan tradisHssita ikatan-ikatan
sosial di antara para penduduk desa, dalam menghpeldbedaan-perbedaan
perekonomian yang lebih tajam. Dalam penulisan-lsarmu sebelumnya, hak
kepemilikan tanah mendapat perhatian besar, measkiplam konteks Eropa-
centris, dan bukannya Jawa-centris. Masuknya Hdiaan pedesaan ke
dalam kekuasaan bersama, dalam artian bahwa pédndddsa yang
jumlahnya semakin bertambah tersebut meiliki hakukinmemiliki dan
menggarap sebidang lahan, maka pasti terjadi l&iklsm maupun selama
Sistem Tanam Paksa dijalankan. Oleh sebab itu dikglkan bagian di Jawa,
hak untuk menggunakan sebidang lahan pedesaan eaajibkan guna
melakukan pelayanan kerja dengan segala variasaliag terkait, maka
pembagian hak yang lebih luas untuk menggarap aedithhan, merupakan
cara yang wajar untuk memperbesar wadah tenaga, kemg diperuntukan
bagi pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja rodipétayanan untuk
penanaman. Namun bukti yang menunjukkan bahwa,a kesjib juga
dikenakan kepada orang-orang yang tidak mempunygk &tas lahan
sepanjang abad itu. Bagi pengamat Barat terutarda pkhir abad ke-19,

penguasaan bersama yang semakin meningkat darikg@mniahan itu secara
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sosial merusak ketertiban desa. Kondisi tersebuimizilkan kesukaran bagi
pengaturan kontrak-kontrak perorangan untuk menytamah atau lahan.
Sementara pengaturan penguasaan bersama seritigl&li meliputi hak
penuh atas lahan tersebut, hanya terbatas padgyp®s@nnya dan juga sama
atas hasilnya. Para pemimpin desa, yang hampk pdenah secara langsung
menggarap lahan, dapat mempertahankan pengawagmmubaya atas
sebagian besar lahan-lahan pedesaan tersebut.ti@ngaengaturan kontrak
dalam berbagai bentuk yang luas, tersedia bagi kaerelalam
mempertahankan apa yang telah mereka miliki, seareemiembiarkan orang
lain menjalankan pekerjaan di ladang atau di majea Para petani kecil yang
mandiri, yang bukan merupakan bagian dari lingkatalam desa itu atau
yang telah melawan kemauan para pemimpin desa,ndiata telah
mengakibatkan hidup mereka tersiksa. Secara ekanomiang-orang
demikian telah mengalami kerugian bahkan dapakuli@an pemaksaan untuk
meninggalkan lahan dan desa mereka. Sedangkan tamgde-rumah tangga
dan tenaga kerja yang tidak pernah memiliki tamialak begitu terpengaruh
oleh otoritas kepala desa, karena mereka dimanaplaiu bekerja untuk
orang lain. Oleh sebab itu penguasaan-penguasasaniee tersebut tampak
seolah-olah menghilangkan perbedaan-perbedaanl sbhs@esa, meskipun
sebenarnya tidaklah demikian. Begitu juga keadaansebut tidak
menimbulkan kesulitan yang berarti bagi para pealgagerkebunan swasta
yang ingin menyewa lahan-lahan pedesaan. Dalamihakkali lagi biasanya
kepala desa menguasai keadaan dan sesuatu pexsetejalu dapat dicapai.
Dalam struktur golongan sosial dan ekonomi desapigrialihan tidak
secara keseluruhan mengubah ikatan yang menyatldsa sebagai suatu
kesatuan sosial dan sebagai suatu unit yang priedikeskipun para
penduduk desa memahami perbedaan-perbedaan sasiadkdnomi, desa
juga tetap merupakan pusat sistem penghidupan babgagian besar
penduduk. Benar, orang-orang berpindah ke kota rdanjabat pekerjaan
bukan jenis pertanian, sedangkan yang lain-laingganungkan diri dengan

perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidangrekBptapi sebagian
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besar orang Jawa, tetapi tinggal di desanya. Bakkdagian dari mereka
yang tampaknya sama sekali terpisah, memelihar@ankdengan desanya
dalam berbagai cara. Pengaturan yang sedikit baggakersifat ganda ini,
ternyata merupakan salah satu batu-batu fondastcda pengaturan tenaga
buruh murah yang menguntungkan bagi sektor ekspar perekonomian.

Desa, yang mengumpulkan dan mengelola penyediaegdeburuh murah
ini, harus mempertahankan ikatan-ikatan dan hubuhgaungan tradisional
agar dapat memenuhi fungsi yang tidak dihapuskiasteimgan cara mengubah
buruh-paksa menjadi buruh yang diberi upah, seibgkdt upah yang rendah
tergantung pada simbiose yang berkesinambungarraamdespor swasta
dengan ekonomi pedesaan. Dalam konteks inilah pamampin desa harus
membangun dan memperluas kekuasaan mereka. Kemjaagataan itu

tidak menyebabkan mereka menjadi petani mandirg yla@rorientasi pada
pasar, walaupun dalam bidang ini mereka memangkuoiaa fungsi-fungsi

sebagai perantara. Mereka tidak dapat mengabaikdounhan-hubungan
sosial desa, karena desalah satu-satunya yang akarugumpuan mereka
sebagai basis kelembagaan yang tunggal untuk metapekekuasaan dan
kekayaan yang berkesinambungan. Dalam kaitan sistem ekonomi yang
padat karya, maka para pemimpin desa, untuk kemagkanomi mereka
sendiri baik di desa maupun dengan sektor yangribatasi pada ekspor,
harus mempertahankan ikatan-ikatan tradisional kiawajiban-kewajiban

sosial. Karena dengan dipertahankannya sisteraldosilisional, maka para
pemimpin desa akan mudah memperoleh tenaga kerjg batuk

kepentingannya sendiri, maupun untuk pengabdian ratayani pemerintah
kolonial. Akhirnya yang menjadi objek pemerasanladgenduduk, yakni

disamping harus memenuhi tuntutan pemerintah kalpdi lain sisi harus

tunduk pada para kepala desa sebagai pemimpirsitadi mereka. Tidak
heran apabila ketika terjadi resistensi yang dikakuoleh masyarakat yang
merasa tertindas, maka yang paling pertama megjaskran adalah para
pemimpin tradisional. Fenomena ini dapat dimafhameingingat merekalah

para pemimpin tradisional yang dirasa secara langgsuelakukan politik
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eksploitasi terhadap rakyat, baik berkenaan demgasalah tanah, maupun
yang berhubungan dengan tenaga kerja. Memang tard@gsis yang
mengatakan bahwa para pemimpin tradisional jugeersebya merasa
tertekan oleh tindakan pemerintah kolonial, serengeereka terpaksa harus
melakukan tindakan-tindakan yang tidak alamiah dasional terhadap
penduduk. Tesis tersebut tampaknya tidak dapat ruelya dapat
digeneralisasikan mengingat banyak penduduk yadgphiya tertekan di
bawah payung birokrat yang selama itu sangat megsgeakan. Sistem
Tanam Paksa jelas-jelas telah mendatangkan kesaagdaerkesinambungan
terhadap hidup rakyat, meskipun tidak secara manyelseperti halnya yang
terjadi di luar Pulau Jawa. Sebagaimana yang teéibahas dimuka, maka
pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Luar Jawa, daggpakgi masyarakat
tidak separah sebagaimana halnya yang terjadiwh,Jealau tidak dikatakan
hampir tidak berdampak sama sekali. Hal terselkarenakan di luar Pulau
Jawa tanam paksa telah berjalan sebelum di Jawhedakukan, dan
diterapkan di lahan-lahan tidur yang tidak dimatifaa oleh penduduk.
Meskipun dalam hal ikatan tradisional di luar Jguga terjadi kerja paksa

berdasarkan ikatan-ikaan tradisional, tetapi damypakidak separah di Jawa.
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BAB IV
PENUTUP

Dalam pembangunan ekonomi dewasa ini, kita tampakpegriu
menimba pengalaman-pengalaman masa lampau, misakgaimana sistem
ekonomi modern mempunyai dampak baik positif maupegatif terhadap
sistem ekonomi subsistensi. Sumbangan pemikiraaradejdalam kajian
ekonomi Indonesia abad ke-19 dapat memberikan sehagaban untuk
kepentingan yang berarti pada masa sekarang. Damtaki, sejarah akan
menemukan kegunaannya melalui tiga dimensi wakkniymasa lampau,
masa sekarang, dan masa yang akan datang. Koneepsingat relevan
dengan terminologi Allan Nevin yang menegaskanwaalsejarah adalah
jembatan penghubung antara masa lampau, masa rsgkatan sebagai
petunjuk arah ke masa depan. Sejarah dalam bermtufang seperti apapun
juga, hendaknya janganlah dianggap hanya sebagangan masa lalu yang
tiada guna, melainkan menjadikannya suatu peristiveamakna bagi
kehidupan riil umat manusia.

Tidak salah lagi Sistem Tanam Paksa yang diterapkahlindia
Belanda telah mendatangkan perubahan sosial maaydraik secara makro
maupun mikro. Pada pokoknya, Sistem Tanam Paksaupadean
penghisapan dan pemerasan secara brutal yangldikét orang-orang yang
tamak dan haus akan kekuasaan, yang nilai-nilaidy@entuk oleh
latarbelakang kebudayaan masing-masing. Sisterarit&aksa menjalankan
suatu tipu muslihat pada lingkungan sosio-ekon@nasa lebih canggih dan
rumit. Dalam membahas Sistem Tanam paksa, akam letwnprehensif
apabila dikaji tidak secara tradisional, agar bgabaspek yang menyertai
dilaksanakannya sistem dapat teungkap. Karenatiplek, maka gambaran
utuh dari sistem ini tidak akan ditemukan. Namumittean secara riil adalah
tidak dapat diabaikan bahwa pelaksanaan Sistem nTan@aksa
mengkondisikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Adanya pembentukan modal. Aspek ini titigdat disangkal

oleh peneliti manapun bahwa pelaksanaan Sistem nTaRaksa telah
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menimbulkan permodalan di Hindia Belanda. Pembeamuknodal yang
merupakan aspek dari sejarah kolonial yang terutaeldbatkan orang-orang
Eropa dan Cina, ketimbang bangsa Indonesia senbahwa modal
perusahaan di Eropalah yang menyebabkab terpecalmpg Sistem Tanam
Paksa yang diawasi oleh pemerintah itu. Pembentukadal yang utama,
yang bedampak pada meluasnya tanam paksa ditégadj di Jawa sendiri,
dan kondisi tersebut terjadi selama berjalannyde®isTanam Paksa dan
merupakan bagian dari Sistem Tanam Paksa terdébatraktor-kontraktor
gula pemerintah merupakan pemimpin-pemimpin dalamh@ntukan modal
tersebut, namun demikian kantor-kantor perwakij@ang selalu ada di Jawa
yang hidup makmur di bawah Sistem Tanam Paksa, $agggup bekerja
sama dengan para pegawai pemerintah yang telaliupensmelebarkan
sayapnya ke dalam derah-daerah di mana pemerimarba perwakilan
resminya, yaitu The Netherlands Trading Company” (Nederlandsched¢in
Maatschappij)tidak berhasil memperoleh keuntungan. Sistem TaRaksa
melalui semacam oeradiootstrap yang dibenarkan serta ditunjang oleh
pemerintah, berhasil mendapatkan modal yang dajaltidak ada, atau ada
tepi masih terbatas. Para kontrolir modal ini (dda beberapa injeksi swasta
dari Eropa) akhirnya sampai pada kesimpulan bahergka dapat melakukan
pekerjaan itu secara lebih baik dengan menuruttpean-peraturan swasta
yang liberal, ketimbang dengan bekerja melaluiesis pemerintah yang
berbelit-belit dan untuk hal tersebut mereka mewiplr dukungan dalam
Parlemen di Negeri Belanda. Masukan-masukan maaj pesar dari Eropa
ke Jawa hanya terjadi sesudah tahun 1880, ketgtarSitanam Paksa benar-
benar sudah dalam proses pembubaran secara reBmngan demikian
tentunya pembentukan modal secara besar-besaihrkégtiara ketika Sistem
Liberal mulai diterapkan. Namun demikian ini buksararti bahwa pada masa
penerapan Sistem Tanam Paksa tidak terdapat pemkbanimodal, namun
dalam skala yang tidak terlalu besar seperti paasarsistem Liberal.

Dengan demikian bagaimana dampak pembentukan mpadh

Sistem Tanam Paksa terhadap perkembangan ekonamai Selanjutnya.
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Dengan realitas bahwa pembentukan modal lebih bateymdi pada sesudah
tahun 1880, maka pertanyaan yang sederhana agedatanag telah dilakukan
oleh Sistem Tanam Paksa adalah memperlihatkanasgglas, bahwa Jawa
dapat menghasilkan komoditas ekspor dengan casay@arg sangat murah
untuk dapat bersaing di pasaran dunia. Begitu Jm&apun luar Jawa
menampakkan hasil komoditi yang menjanjikan, makdohesia menjadi
lahan yang menarik bagi penanaman modal. Namunkdeempara pengusaha
yang berada di Pulau Jawa-lah yang paling pertaeregetahui hal tersebut,
dan mengetahui bagaimana cara-cara yang dipalaipamerintah kolonial
untuk memungkinkannya. Oleh karena itu tidaklah ghemankan kalau
pertumbuhan penanaman modal dalam bidang pertdnidawa berasal dari
antara kelompok pengusaha yang hubungannya sata kémsangat erat,
para pegawai dan kantor-kantor perwakilan yang data bekerja di Jawa.
Jalan yang dirintis oleh mereka pada akhir abati%dan permulaan abad ke-
20 meluas menjadi jalan besar untuk penanaman rsetlabih dunia di Jawa
dan kemudian di bagian-bagian lainnya dari KepulaNasantara. Dengan
pembentukan modal tersebut, kedudukan Jawa mesgaakin penting bagi
komoditas ekspor dunia, terutama bagi pemerintaloniaiisme Belanda
maupun pengusaha-pengusaha swasta Eropa.

Kedua adanya tenaga buruh yang murah yang menkelidupan di
Jawa yang telah lama berlangsung jauh sebelum nBigtanam Paksa
diterapkan. Rakyat kelas bawah sudah menjadi tradiserja wajib untuk
para pemimpin tradisional yang memiliki otoritasadisional sebagai
pemimpin dalam masyarkatnya. Hubungan-hubunganrdataingan di
samping adanya perbudakan dalam kebanyakan halpaian kunci yang
menentukan dari perbedaan-perbedaan sosial dalasyam#at. Ketika
Belanda menguasai Pantai Utara Jawa pada abad keak& Belanda merasa
beruntung karena dapat memakai tenaga-tenaga panghsangat murah, dan
menerima penyerahan-penyerahan produk tanpa penabaydau dengan
pembayaran yang jauh dari biaya yang dikeluarkandghdemikian tentunya

adalah hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh patanpelawa untuk para
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atasan dengan biaya yang sangat murah sekali, datulpproduk yang
dihasilkan tentu didapatkan tanpa pembayaran updamd bentuk uang.
Masyarakat Jawa kelas menengah dan tinggi sebenaaty cara-cara
kolonial dalam mengeksploitasi masyarakat Jawa,unadalam hal tersebut
tidak dapat berbuat banyak. Karena tidak ada pamafperaturan yang
mantap mengenai tenaga buruh, maka tidaklah mungkimuk
memprediksikan jumlah hari kerja wajib yang harugla@kan, namun
demikian diperkirakan jumlah tersebut terus menatgkelama penerapan
Sistem Tanam Paksa.

Pada awal abad ke-19, terdapat beberapa orangsgtarga setengah
tahun mempekerjakan buruh yang diperuntukan bagekaesendiri dan
orang-orang lain dengan tingkat pembayaran yangasarendah, tetapi
seringkali dengan semacam cara pengaturan mataleran. Petani miskin
tidak punya kekuatan untuk melakukan penolakanat&p kerja wajib
meskipun upah yang diberikan tidak sebanding debghan kerja yang harus
dikerjakan, namun karena kebutuhan yang mendesgkkbluarganya, maka
mereka tetap menjalankan pekerjaan tersebut. Terledsgi mereka yang
tidak memilikii lahan garapan, sehingga bekerjagpadreka kelas atas itulah
sebagai mata pencahariannya. Sementara pelayaniénuwvtuk pemerintah
corvee sudah lama ada sebelum Sistem Tanam Paksa dipéae, karena
orang Eropa yang berkuasa selalu menganggap balenekanmemiliki hak
paling besar atas buruh yang berada di wilayahyaflgpengawasan mereka.
Sistem Tanam Paksa mempertahankarvee dan menambahkan padanya
sesuatu apa yang disebuultivation service (pelaynan pada tanam paksa)
yang merupakan pekerjaan pada tanam paksa untuleripgsh. Pada
dasarnya pelayanan terhadap tanam paksa ini dignhbdengan bentuk
pembayaran hasil panen, namun lebih sering oramggoyang benar-benar
melakukan pekerjaan tersebut tidak mandapat bayaMaenyangkut
golongan-golongan di tingkat rendah ini, mereka gaeggap bekerja dalam
tanam paksa untuk pemerintah adalah sebagai apa paneka kerjakan

untuk para pemimpin tradisionalnya. Namun demilbagi golongan miskin
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penerapan Sistem tanam paksa iini menjadi lebgatgung pada penguasaan
tradisional, meskipun mereka bekerja dengan upatg yalak sebanding
dengan beban pekerkaannya. Dengan begitu makditehj apa yang disebut
sebagai hubungan simbiosis antara tenaga buruhngargh dan syarat mata
mencaharian pokok untuk membiayai kehidupannya,jadasemakin kuat,
sedangkan konsep bekerja untuk mendapatkan upai digerlukan agar
dapat bertahan hidup tidak pernah berhasil di ankaum tani Jawa yang
lebih miskin. Ketergantungan penduduk miskin tedpa8istem Tanam Paksa
inilah yang mengakibatkan tenaga buruh dihargagderupah yang sangat
rendah, di samping adanya sistem tradisional yaglus mengkondisikan
tenaga buruh yang mau bekerja wajib untuk atasannya

Ketiga ekonomi pedesaan yang berubah selama pamer@jstem
Tanam Paksa dan sesudahnya. Struktur politik @anceni pedesaan yang
selama abad ke-19 menunjukkan kenyataan-kenyatssial-ekonomi dari
kehidupan orang-orang Jawa, dengan mengubah laashplan tenaga buruh
yang murah menjadi pengaturan fungsional. Desa-desapakan sumber
dari mana tenaga buruh dan hasil pertanian ditavddaupun hanya dari
beberapa penduduk desa. Pada awal abad ke-19,ggol@tas di pedesaan
Jawa menjadi lebih kuat karena penunjukkan tuggastidan kewenangan-
kewenangan baru yang memungkinkan para kepaladiesg@ara kroninya
yang memiliki otoritas atas pengawasan lahan, tenlgruh dan hasil
pertanian sampai ke tingkat yang lebih besar ddaipgang yang pernah
terjadi sebelumnya. Pemerintah kolonial semakiryalterhubungan dengan
para pemimpin tradisional Jawa untuk mencapai aasaroduksi yang telah
ditetapkan. Dengan demikian otoritas golongan atesa semakin besar
dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintiimigh Namun di luar
itu golongan rendah tetap miskin dan semakin bdyédimtertindas karena
harus melayani padagolongan atas desa dan perhetwotanial dengan
tingkat kesejahteraan yang tetap rendah. Dengamk@ds Sistem tanam
Paksa melanjutkan proses untuk membuat desa di dengdi unit paling

rendah dalam suatu sistem organisasi terpusat; atianproses ini masih
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ditambah pula dengan manjadikan desa sebagai fraslaksi dan unit mata
pencaharian yang utama dari masuknya Jawa ke geegkonomian pasaran
dunia. Fungsi tersebut terus berlanjut setelahe®istanam Paksa tersebut
memudar dan tetap merupakan dasar kehidupan ekatd@anva selama masa
kolonial. Jawa tetap dijadikan sumber eksploitdehgoemerintah kolonial
sampai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda yamudian digantikan

oleh pendudukan Jepang.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, yamrdpht
melimpahkan segala karunianya, sehingga dalam kesgam ini saya dapat
menyelesaikan penulisan buku pegangan kuliah itikumanjadi acuan bagi
mahasiswa semester IV di Jurusan Pendidikan ®ejaBaiku ini ditulis untuk
maksud membantu mahasiswa mendapatkan sumber da¢ganmahami sejarah
Indonesia abad ke-19, terutama yang berkaitan depgkok bahasan penerapan
sistem tanam paksa. Keterbatasan sumber-sumbgrdyaniiki mahasiswa dan
pula di perpustakan-perpustakaan, maka akan saeggina ditulisnya buku ini
bagi mahasiswa, karena sumber yang digunakan urgahkulisan ini
memanfaatkan sumber yang cukup relevan.

Penerapan sistem tanam paksa yang menjadi fok@sdallalam buku
ini, mengkaji secara komprehensif permasalahan-gsatahan seputar
dilaksanakannya sistem ini. Sistem tanam paksaagitan atas dasar motif
ekonomi pemerintah kolonial untuk mendapatkan kewydn yang sebanyak-
banyaknya. Penerapan sistem ini tidak terlepas kamenangan kelompok
konservatif di Parlemen Belanda yang menghendakiepatah secara langsung
terlibat dalam masalah ekonomi tanah jajahan. Kikgsiuangan Belanda sebagai
dampak adanya Perang Diponegoro dan Perang KenaamelBelgium,
mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk merk@mapsistem eksploitasi
tanah jajahan untuk memulihkan keuangan negerkindu

Dampaknya, sistem tanam paksa telah menjadi laksplatasi besar-
besaran penduduk Jawa, yang secara ekonomis-gpsidklah menimbulkan
kemiskinan dan kesengsaraan yang mendalam. Elespldorutal terhadap
penduduk Jawa ini, masih ditambah lagi oleh pola-p@adisional yang selama
sistem tanam paksa semakin mencekik leher petmagai akibat perlakuan para
atasan-atasan tradisional yang dengan otoritasapatdsesuka hati memaksa
penduduk untuk bekerja wajib dalam proses tananbwe#ispor. Sementara yang
menikmati adalah pemerintah kolonial dan raja-rig&al atau pemmpin-

pemimpin lokal yang dengan kekuasaan yang diberdkaim pemerintah kolonial
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kekuasaannya semakin besar. Akibatnya, rakyatadespymber eksploitasi dari

dua sistem kolonial dan tradisional. Memang selmgasistem tanam paksa juga
diberlakukan di luar Jawa, namun dampaknya tidalestruktif seperti halnya

yang berlaku di Jawa. Hal demikian teradi karemarapaksa di luar Jawa lebih
banyak dilaksanakan di tanah-tanah yang tidak gddatau tidak digarap oleh

penduduk, sedangkan di Jawa tanam paksa dijalagiktanah-tanah penduduk
yang menjadi lahan kehidupan penduduk. Bahkan tjdedng hampir seluruh

tanah penduduk yang subur digunakan untuk kepeartingnam paksa. Lebih
terasa lagi bagi penduduk yang tidak memiliki tandh mana mereka harus
bekerja wajib di lahan untuk tanaman ekspor. Tidakng mereka bekerja dengan
upah yang sangat tidak manusiawi, atau karena ad&atan tradisional mereka
terkadang tidak mendapatkan bayaran sama sekakhlgambaran singkat

pelaksanaan sistem tanam paksa yang dibahas dalkamrb.

Dalam penulisan buku ini, tidak terlepas dari bantierbagai pihak
baik yang berhubungan dengan sistem administragiypon dalam hal teknis.
Dengan begitu dalam kesempatan ini saya menyampagsa terima kasih yang
tulus kepada jurusan dan fakultas ilmu sosial ytategh memberikan kesempatan
untuk penyusunan buku pegangan kuliah ini. Teriasilkyang dalam pula saya
sampaikan kepada teman-teman yang telah membalaton geengadaan sumber
yang sangat berharga bagi terselesaikannya pemufisaDalam penulisan ini,
saya menyadari masih banyak kekurangan-kekurangamg ymasih perlu
perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu kiranya satan kritikk yang sifatnya
membangun sangat saya harapkan. Akhirnya pengigyatapkan terima kasih
kepada berbagai pihak yang telah membantu dan tidglat disebutkan satu
persatu, semoga tulisan singkat ini dapat bermamda@susnya bagi saya, dan

umumnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 22 Oktober 2007

Aman

Ixxvi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..ottt e e e e e eenn

HALAMAN PENGESAHAN ..o e e e e, ii
KATA PENGANT AR oot e e e e e e e e e aaaenn
DA T AR ISl e e e e iv
BAB |. PENDAHULUAN ... e e e e 1
BAB Il. PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA ..., 4
A. Ketentuan-ketentuan Tanam Paksa.............ocvceveennnn. 4

B. Pelaksanaan Tanam paksa ............... .. ceecciieeneene. 6
C. Tanam Paksa Di Luar Jawa ............... coummn evevvvvnnnnn. 18
D. Kritik Terhadap Tanam PakS@ e.......ccvvveviiviiiiiiiiiiieeeeeeenn, 22

BAB Ill. DAMPAK PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA BAGI

MASY AR AK AT Lo 28

A. Gambaran UmuUm .......cooiiiiiiiiiie e e e e 28

B. Cultuur Stelsel Kaitannya Den@éasyarakat ................... 29

C. Penulisan Sejarah Sistem Tanaks#®.................ccccc...... 31

D. Pembentukan Modal: Sisi Laint&is Tanam Paksa ............. 42

E. Tenaga Buruh Murah Dalam Sistamam Paksa ................ a7

F. Perubahan Ekonomi Pedesaan ..........c..occcciivnnnennns 55
BAB IV. PENUTUP ... e 63

KEPUSTAKAAN ... 09

Ixxvii



